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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR /J,4~TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdas&rkan Pasal 3 huruf a Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah
beberapa kali dmball terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah,
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan
melalui swakelola,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan swakelola agar dapat berjalan secara
efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang tata cara suakelola di Imgkungan
Pemermtah Kabupaten Pemalang,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara
Swakelola Di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten
Pemalang,

Undang-Und&ng Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pernbentukan Daeiah-Daerah Kabupaten Dalam
Lmgkungan Propmsi Jav.a Tengah,

Undang-Undang; Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoh dan Persamgan Usaha
Tidak Seliat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048),
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemermtah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950,

Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peian Masyaiakat Jasa Konstmksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstmksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955),
Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533),

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/'Jasa Pemenntah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655),
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11 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,

12 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 54),

13 Riarefiveen, - D anjpoxkiin XDOXDOCE  >uxxxox k2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13),

MEMUT1JSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
SWAKELOLA D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PEMALANG
Pasal 1

ldlee Wvoua Swakelola ui Luigkungan Pemcrintcth Kabupaten Pemalang
merupakan pedoman pelaksanaan Swakelola bagi Perangkat Daerah

Pasal 2

Tata Cara Swakelola di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdin dan

BAB | PENDAHULUAN

BAB I SWAKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
ANGGARAN

BAB Il SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA
SWAKELOLA

BAB IV SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

BABV PENUTUP

Pasal 3
Format tata cara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati mi
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Pasal 4
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan
Peraturan Bupati mi dengan penempatannya calam Berita. Daerah

Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal Desember 2016

Diundangkan di Pemalang Kaybeg Kafeag Asisfen Sekda
pada tanggal Desember 201(3 Paraf J

:framA 1A

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

13Tirslil D AU ADRDNN TrA
Uuwv/U /1il i U 1i w

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR /3S~
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LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG

BAB |
PENDAHULLAN

A Pengertian dan Istilah
Pengertian dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati Pemalang

ini,

1

10

11

adalah sebagai benkut

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Imgkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang seiaku pengguna anggaran/
pengguna barang

Pengguna Anggaran yang selanjutnya dismgkat PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dismgkat KPA adalah
pejabat yang diben kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dismgkat PPKom
adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/ jasa

Unit Layanan Pengadaan vang selanjutnya dismgkat ULP adalah
unit layanan yang bcrfnngsi untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-
Purchasing

Tim Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh kelompok
masyarakat pelaksana swakelola  yang berfungsi untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam swakelola oleh
kelompok masyarakat

Pamtia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut
PPHP adalah pamtia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas memenksa dan menenma hasil pekerjaan

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lamnya

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan. dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat
Daerah sebagai penanggungjawab anggaran, mstansi pemerintah
lam dan/atau kelompok masyarakat

B Perencanaan Swakelola
Perencanaan pekeriaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Keria
[I<AK] yang memuat hal-hal sebagai bcrik .it

1
2

Penetapan sasaran, rencana kegiatan danjadwal pelaksanaan
Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu
yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan
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Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar
diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai
Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara
nnci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja
rmngguan, dan/atau rencana kerja hanan

Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu
anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran

Perencanaan Kkegiatan swakelola dapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu  yang
dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendin

Perencanaan kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh
kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola, ditetapkan oleh PPKom
setelah melalui proses evaluasi

Penyusunan jadwrai kegiatan swakelola  dilakukan dengan
mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan

PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masyarakat
pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran
swakelola

PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium
pLUOBCAUAAU " EUVCIUI Wpd& . BUIIdv

Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun
anggaran

C Pelaksanaan Swakelola
Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh

a

1 SKPD Penanggungjawab Anggaran

ian Qrxra .QITPO Ppnononnm ptitah Anoraaron aria loin

sebagai benkut

1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD
Penanggungjawab Anggaran. dan

2) mempergunakan pegawai sendiri, pegawai SKPD/Instansi lam
dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan ketentuan
apabila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% [lima puluh
per seratusl dari kesHuruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam
pekerjaan swakelola

Swakelola oleh SKPD Penanggungjawab Anggaran dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai benkut

1) Pengadaan bahan/barang, jasa lamnya, peralatan/suku cadang,
dan tenaga ahli dilakukan oleh kelomjaok kerja ULP/pejabat
pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah

2) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara
berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
borongan

3) Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
berdasarkan kontrak

4) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap
han dalam laporan hanan

5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan uang
persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan
dilakukan oleh SKPD pelaksana swakelola
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6) Uang Persediaan/uang rauka pekerjaan atau istilah lam yang
disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal
secara bulanan

7) Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap mmggu
yang disesuaikan dengan penyerapan dana

8) Kemajuan nonfisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana

9) Pengawasan pekerjaan tisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana
yang ditunjuk oleh FPKom, berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan

¢ Struktur Organisasi Pekerjaan Swakelola oleh SKPD Penanggungjawab
Anggaran, adalah sebagai berikut

2 Instansi Pemenntah Lam
a Ketentuan Swakelola oleh Instansi Pemenntah Lam adalah sebagai
berikut

1) direncanakan dan diawasi oleh SKPD Penanggungjawab Anggaran,
dan

2) pelaksanaan pekerjaannva dilakukan oleh instansi pemenntah
yang bukan Penanggungjawab Anggaran

b Swakelola oleh Instansi Pemenntah Lain dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut

1) Sebelum pelaksanaan swakelola oien Instansi Pemenntah Lam
dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman antara PA/KPA
dengan Pimpman Instansi Lain pelaksana swakelola,

2) Pelaksanaan dilakukan berdasarkan kontrak antara PPKom pada
SKPD penanggungjawab anggaran dan Tim Pelaksana Swakelola
pada instansi pemenntah lain pelaksana swakelola

3) Pengadaan bahan, jasa lamnva, peralatan atau suku cadang dan
tenaga ahli yang diperlakan dilakukan oleh kelompok kerja ULP
atau pejabat pengadaan pada instansi pemenntah lam pelaksana
swakelola dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah

4) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara
hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
borongan

5) Pembayaran gaji twnaea ahh yang diperlukan dilakukan
berdasarkan kontrak

6) Penggunaan tenaga Kkerja, bahan/barang, dan/atau peralatan
dicatat setiap han dalam laporan hanan
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7) Kemajuan flsik dicatat setiap ban dan dievaluasi setiap mmggu
yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh mstansi
pemermtah lam pelaksana swakelola

8) Kemajuan nonfisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh
mstansi pemermtah lam pelaksana swakelola

9) Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak
yang ditunjuk oleh PPKom pada SKPD penanggungjawab anggaran
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan

Struktur Organisasi Pekerjaan Swakelola oleh Instansi Pemermtah
Lam, adalah sebagai berikut

3 Kelompok Masyarakat

a

Ketentuan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat adalah sebagai

berikut

1) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok
NMhacswd i-Givar,

2) sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggungjawab Anggaran,

3) pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lam
(subkontrak)

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut

1) Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana
eweiLriida - Hilgbmib-ran  hptboeQrlQp Yenfridin Qntcira  PPIZpm  tiaHag
SKPD penanggungjav ab anggaran dan kelompok masyarakat
pelaksana swakelola

2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada
kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan

3) Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi. renovasi dan konstruksi “ederhana

4) Kontruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh
SKPD penanggungjawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan
kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
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5) Pengadaan bahan/barang, jasa lamnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok
masyarakat pelaksana swakelola dengan memperhatikan pnnsip-
prmsip pengadaan dan etika pengadaan dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah
6) Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat pelaksana
swakelola diiakukan secara bertahap demean ketentuan
a) 40% (empat puluh persen) dan keseiuruhan dana swakelola,
apabila kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah siap
melaksanakan swakelola

b) 30% (tiga puluh persen) dan keseluruan dana swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen)

c) 30% (tiga puluh persen) dan keseluruan dana swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 60% jenam puluh persen)

7) Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang
dikeluarkan, dilaporkan oleh kelompok masyarakat pelaksana
swakelola secara berkala kepada PPKom

8) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kelompok
masyarakat pelaksana swakelola, dan

9) Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan
ivcﬁa’hé 8iVFBE] pcmucn Adcuici Wwdikducx  ocauai et Giitvictii
perandang-undangan

Struktur Orgamsasi Pekerjaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat,

adalah sebagai benkut

Potap GTEUT, HEitgaWdoan @&l X0 THuidditj SELIET Walcli Waiveiuia

Pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut

1 Pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggungjawab anggaran atau
oleh kelompok masyarakat: pelaksana swakelola

2 Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh pelaksana swakelola kepada PPKom secara berkala

3 Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan
secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/ KPA

4 Inspektorat Kabupaten Pemalang melakukan audit terhadap

pelaksanaan swakelola
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E Tugas dan Tanggung Jawab Pen}elenggara Swakelola
1 PA/KPA penanggung jawab anggaran, mempunvai tugas dan tanggung
jawab sebagai benkut
a Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan SKPD
b Menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
melalui swakelola
¢ Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemermtah Lain
untuk melaksanakan peKerjaan swakelola
d Penetapan kelompok masyarakat termasuk penetapan sasaran
tujuan dan besaran anggaran swakelola
e Mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan swakelola
2 PPKom pada SKPD penanggung)awab anggaran, mempunyai tugas
sebagai benkut
a Melaksanakan kebiiakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa meialui swakelola
b Membentuk dan mengangkat tim swakelola
¢ Mengangkat tim perencana dan tim pengawas dan unsur instansi
Pemermtah Lam
d Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan
Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemermtah Lam
e Mengadakan kontrak pelaksanaan swakelcla dengan penanggung
jawab kelompok masyarakat
3 Instansi Pemermtah Lam Pelaksana Swakelola, mempunyai tugas
sebagai benkut
a Bertanggung)awab atas pelaksanaan swakelola yang sudah
disepakati
b Mengangkat tim pelaksana
¢ Mengusuikan pegawamja untuk duduk pada tim swakelola sebagai
tim perencana dan tim pengawas
4 Kelompok Masyarakat, mempunyai tugas sebagai benkut
a Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah
disepakati
b Mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola
sesuai dengan kontrak antara PPKom dan Penanggung Jawab
Swakelola
¢ Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan untuk melakukan
pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
swakelola yang diserahkan pada Kelompok Masyarakat yang
bersangkutan
5 Tim Swakelola, mempunyai tugas sebagai benkut
a Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja spesifikasi tekms,
nncian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
b Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat
gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan,
dan
c Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan,
baik fisik maupun admimstrasi pekerjaan swakelola
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F

Jems “ekenaan 'fan°® da”at dilakukan densan cara Swakelola

a

pekerjaan yang bertujuan untuk memngkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan tekms sumber daya manusia serta sesuai
dengan tugas pokok SKPD,

contoh, namun tidak terbatas pada bimbingan tekms, workshop dan
sejenisnya,

nplrprigan }rancr ntipragina 824, R&j‘JU\'/iM@/L%WjQEi%&Ml%% narticim sr
langsung masyarakat setempat atau dikeiola oieh SKPD,

contoh, namun tidak terbatas pada perbaikan pintu ingasi/pintu
pengendahan banjir dan sejenisnya,

pekerjaan yang dilihat dan segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak dimmati oleh Penyedia Barang/Jasa,

contoh, namun tidak terbatas pada pemehharaan rutin (skala kecil,
sederhana), penanaman gebalan rurnput dan sejenisnya,

pekerjaan yang secara rmci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu, sehmgga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/
Jasa akan memmbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar,

contoh, namun tidak terbatas pada pengangkutan/pengerukan sampah
pada pintu air, penimbunan daerah rawa dan sejenisnya,

nenveleneaaraan diklat, bmteK. kursus oenataran. seminar, iokakarva
atau penyuluhan,

contoh, namun tidak terbatas pada pelatihan keahlian/keterampilan,
kursus pengadaan barang/jasa premermtah dan sejenisnya,

pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang
belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barana/Jasa

contoh, namun tidak zerbaxas pada proionpe rumah tahan gempa,
prototipe sumur resapan dan sejenisnya,

pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemenntah,
pengujian di laboratonum dan pengembangan sistem tertentu,

contoh, namun tidak terbatas pada penyusunan/pengembangan
peraturan perundang-undangan dan sejenisnya,

pekenaan yang bersifat rahasia bag SKPD vangd bersanfkutan,
contoh, namun tidak terbatas pada pencetakan ijazah, pembangunan
bangunan rahasia, dan sejenisnya,

pekerjaan Industn Kreatif, inovatif dan budaya dalam negen,
contoh, namun tidak terbatas pada pembuatan film ammasi, pembuatan
permainan interaktifdan sejenisnya,

penelitian dan pengembangan daiam negen,
contoh, namun tidak terbatas pada penelitian konstruksi tahan gempa
dan sejenisnya, dan/atau

pekerjaan pengembangan mdustri pertahanan, mdustn alutsista dan
mdustn almatsus dalam negen,
contoh, namun tidak terbatas pengembangan senjata keperluan militer

don. _» 3 icngm
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BAB Il

SWAKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN

A Pekerjaan Konstruksi

1 Persiapan
Persianan vane' oerlu dilakukan sebelum oekenaan konstruksi

dilaksanakan adalan sebagai berikur

a

b

SKPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan

diiaksanakan dengan cara swakelola

Pembentukan Tim Swakelola

Semua unsur tim swakelola terdin dan pegawai SKPD

penanggungjawab anggaran Tim perencana, tim pelaksana dan tim

pengawas diangkat oleh PPKom Tugas dan tanggungiawab tim

swakelola adalah sebagai benkut

1) Tim Perencana
Tim perencana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam
menyusun KAK dan membuat gambar rencana kerja, spesifikasi
tekms, nncian biava pekerjaan serta jadwal rencana
pelaksanaan pekerjaan

2) Tim Pelaksana
Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang chrencanakan, membuat
gambar pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan
pekerjaan

3) Tim Pengawas
Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan
oelanoran secara fisik maupun admimstrasi pekeriaan
swakelola

Contoh Format Keputusan tentang Pembentukan Tim Swakelola,
sebagaimana Lampiran 111

Menyusun KAKyang memuat bal-hal sebagai benkut

1) Uraian kegiatan yang akan diiaksanakan meliputi latar
belakang, maksud dan tujuan, sasaran clan sumber pendanaan
yang diperlukan secara nnci,

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan,

3) Keperluan tenaga. bahan dan peralatan secara nnci serta
dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, mmgguan dan

hanan,
4) Besarnya pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana biaya
goleanan Wafq Hicnta fopilonuary a,t0.

5) Produk yang dihasilkan

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja. Pekerjaan Konstruksi,
sebagaimana Lampiran 112

Gambar Rencana dan spesifikasi Tekms Pekerjaan

Gambar rencana pekerjaan yang memuat layout, denah, potongan
memaniang, dan potongan melmtang Spesifikasi tekms disusun
mengikuti pedoman/standar sesuai dengan yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Contoh Format Gambar Rencana, sebagaimana Lampiran 113
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Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam
KAK Termasuk membuat jadual pengadaan bahan, tenaga kerja
dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

2) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi waktu mulai hmgga berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun
dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan
pekerjaan

Contoh Format Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal
Pengadaan Bahan, Tenaga Kerja dan Peralatan, sebagaimana
Lampiran 114 dan 115

f Penyusunan Rencana 3 nya Pekerjaan
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak
melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
meliputi
1) Gaji tenaga ahli perseorangan. upah tenaga kerja dan honor Tim

Swakelola,

2) Pengadaan bahan,
3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang, dan
4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnva yang dibutuhkan

Contoh Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana
lampiran 116

g Rencana Pengadaan Bahan, Tenaga Kena dan Peralatan

1) Jika diperlukan bahan, jasa lamnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan
kontrak/sewa tersendin Sebelum dilakukan kontrak/sewa,
proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemenntah

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh perseratus) dan jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang

Halam Lmorutan civakiHrila

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif
tahun anggaran

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun
anggaran

50 Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis
dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan
rencana pelaksanaan pekerjaan

h  Pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan

ULP dibentuk oleh Bupati, sedangkan Pejabat Pengadaan diangkat

olen PA/KPA untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan swaKcioia

Contoh Format Keputusan PA/KPA tentang Pengangkatan Pejabat
Pengadaan, sebagaimana Lampiran Il 7
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2

Peiaksanaan
a Tim pelaksana pekerjaan swakelola melaksanakan pekerjaan yang
telah disusun dan ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut

D

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan  pengukuran ulang pada lokasi pekerjaan
berdasarkan gambar kerja/gambar desam

Contoh Format Laporan Hasil Pengukuran Ulang, sebagaimana
Lammran 118

Mengkaji ulang jadwal peiaksanaan kerja [s-curve], jadwal
kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan penggunaan
peralatan
Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan
peralatan kepada PPKom untuk di proses oleh ULP/Pejabat
Pengadaan

Contoh Fonnat Surat Pengajuan Kebutuhan Bahan/Material,
Tenaga Kerja dan Peralatan sebagaimana Lampiran 11 9

Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk
melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
peiaksanaan

Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan/
material, tenaga kerja dan peralatan

Contoh Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Bahan/
Material, Tenaga Kerja dan Peralatan sebagaimana Lampiran
1110

Menyusun laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri dan
realisasi fisik dan keuangan

coritnh - Wrtrpnt - Tt T5fpnon TJinnmypri rinn Fhilnrtnn
sebagaim.ana Lampiran 1111, 11 12, dan 11 13

b Pengadaan bahan, jasa lamnya, peralatan dan tenaga ahli

1)

2)

3)

Dalam hal diperlukan bahan, jasa lamnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat
dilakukan  kontrak/sewa tersendin Sebelum  dilakukan
kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai
dengan ketenruan \ang mengatur tentang pengadaan barang/'
jasa Pemenntah

Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh persen) dan jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang
terlibat dalam kegiatan swakelola

Contoh Format SPK/Kontrak/Perjanjian untuk pengadaan
barang/jasa, sebagaimana Lampiran 1114, 1115, 1116, 1117 dan
1118

Penginman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas
penyimpanan

c Pembayaran

D

Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan

Contoh Format Tanda Tenma Upah, Daftar Hadir dan Benta
Acara Pembayaran Upah Borongan, sebagaimana Lampiran 1119,
1120 dan 1121

10
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2) Ppmhmraran coh . tppagi... abll /nlra e Iildanl  clilalendoan,
berdasarkan kontrak kerja konsultan orang perseorangan

3) Pembayaran bahan/material dan peralatan dilakukan
berdasarkan kontrak kerja pengadaan barang/jasa

Contoh Format Bukti Pembayaran Bahan/ Material dan Peralatan,
sebagaimana Lampiran 1122

4) Uang muka ker]a dipertanggungjawabkan secara berkaia, paling
lambat 30 (tiga pulun) ban setelah diterimanya uang muka

Contoh Format Bukti Pembayaran Uang Muka Kerja,
sebagaimana Lampiran 1123

d Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi

1) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap
Hart tialam. larinran hgrian,

2) Pencapaian target fisik dicatat setiap han dan dilakukan
evaluasi serta dibuat laporan mmgguan dan bulanan

3) Dokumentasi meliputi admimstrasi pelaksanaan pekerjaan
swakelola dan foto kemajuan pekerjaan Foto dan arah yang
sama dilakukan pada saat sebelum, sedang dan sesudah di
selesaikannya pekerjaan

Contoh Format Foio Kema/uan Pekerjaan, sebagaimana Lampiran
1124

e Pelaporan Realisasi Pekerjaan

Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan

dilaporkan kepada PPKom vang bensi antara lam

1) Struktur orgamsasi pekerjaan swakelola antara lam meliputi
pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
o7 1R nhoanr Inasian. NPk LaAnNAR. DRIRLIARI

2y Persiapan pekerjaan swakelola antara lam meliputi kejelasan
pekerjaan secara spesifik, kesesuaian penempatan personel
dalam pelaksanaan swakelola dan metode pelaksanaan

3) Pelaksanaan pekerjaan swakelola antara lam  meliputi
kesesuaian rencana pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal,
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan
oekenaan. penyerapan keuansran oenverahan pekenaan sampai
dengan 100% dan foto - foto dokumentasi

4) Penggunaan personel/tenaga kerja

5) Penggunaan peralatan

Contoh Format Laporan Realisasi Pekerjaan Fisik, sebagaimana
Lampiran 1125
I r cuj'cictiicui iidvsii r civcijctciii

1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% [sasaran
akhir pekerjaan telah tercapai], ketua tim pelaksana swakelola
menyerahkan kepada PPKom Setelah menenma hasil pekerjaan
dan ketua tim pelaksana swakelola, PPKom menyusun laporan
penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA/ KPA

Contoh Format Laporan Penyelesaian Pekerjaan, sebagaimana
Lampiran 1126

11
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2) Serah tenma hasii pekerjaan dituangkan dalam Benta Acara
Penyerahan Pekerjaan dan PPKom kepada PA/KPA

Contoh Format Benta Acara Penyerahan Hasii Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran 1127

3) Setelah penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
penyerahan aset dan rekomendasi hasii evaluasi pelaksanaan
aari PPKom kepada Kepala SKPD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

3 Pengawasan dan Evaluasi

a

Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim/seorang
pengawas yang diangkat oleh PPKom untuk mengawasi mulai dan
persiapan, sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola yang
mehputi
1) Pengawasan Admimstrasi
Pengawasan admimstrasi dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
2) Pengawasan Tekms
a) Pengawasan Material/ Bohan
Pengawasan terhadap material/bahan mehputi pengadaan,
pemakaian dan sisa bahan
b) Pengawasan Peralatan
Kebutuhan peralatan harus sesuai dengan jadwal untuk
menghindan tumpang tindih pemakaian yang diperlukan di
lapangan
c) Pengawasan Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga kerja perlu dikiasifikasi dan diklanfikasi,
karena hal mi akan menentukan tmgkat keberhasilan
pelaksanaan pexerjaan Pengawasan nasil pelaksanaan
pekerjaan sangat pentmg untuk mengetahui realisasi fisik
pekerjaan lapangan
3) Pengawasan Keuangan
Pengawasan terhadap cara pembayaran, perubahan
pembayaran, efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan

Contoh Foimat Daflai Simak Pengawasan Swakelola (Fisik),
sebagaimana Lampvan 1128

Evaluasi

1) PPKom membenkan surat penugasan untuk pemenksaan dan
evaluasi kepada tim pengawas

2) Tim Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang mehputi bahan, alat, tenaga Kkerja, fisik
pekerjaan maupun keuangan yang aievaluasi setiap minggu
atau waktu-waktu tertentu terliadap kendala-kendala
a) Pengadaan dan penggunaan bahan,
b) Jumlah pekerja/tenaga kerja,
c) Penggunaan peralatan,
d) Keuangan/biaya yang cli perlukan,
e) Tekms,
f) Pelaksanaan Fisik,
g) Basil Kerja setiap jems pekerjaan

12
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3) Berdasarkan hasii Inasn tim  pengawas melakukan
pengkajian ulang pekerjaan swakelola untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan, keefektifan dan mencakup peluang
untuk penmgkatan dan kebutuhan perubahan (jika ada) yang
dituangkan dalam bentuk rekomendasi

Contoh Format Surat Penugasan Tim Pengawas, sebagaimana
Lammran 1129

B Pekerjaan Lamnya
1 Persiapan
Persiapan yang perlu dilakukan sebelum pekerjaan swakelola
dilaksanakan adalah sebagai benkut

a

b

SKPD menyusun daftar kebutuhan dan Kkegiatan yang akan

u.fidivediidi®eul QEligUli "¢Ca™a " "ahvCdiia

Pembentukan Tim Swakelola

Semua unsur tim swakelola terdiri dan pegawai SKPD

penanggungjawab anggaran Tim perencana, tim pelaksana, dan tim

pengawas diangkat oleh PPKom Tugas dan tanggungjawab tim

swakelola sebagai benkut

1) Tim Perencana
Tim TMArpr-inana rnpmnnmrgj tiicrac degin tganamino Jlanrah Halam
menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi
tekms, rmcian biava pekerjaan serta jadwal rencana
pelaksanaan pekerjaan

2) Tim Pelaksana
Tim pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat
gambar pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan
pekerjaan

3) Tim Pengawas
Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pelaporan, baik fisik maupun adrmrnstrasi pekerjaan swakelola

Contoh Format Keputusan tentang Pembentukan Tim Swakelola,
sebagaimana Lampiron 111

Menyusun KAK yang memuat hal- hal sebagai benkut

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang
maksud dan tujuan, sasaran, dan sumber pendanaan yang
diperlukan secara rinci,

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan,

3) Kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk
keaiatan swakelola (seoerti oeralatan untuk keoerluan
pelatihan),

4) Besarnya pembiayaan yang diperlukan,

5) Produk yang dihasilkan

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Lamnya,
sebagaimana Lampirari 1130

renyusunan uadwai Ken”cuict rcjaasanaan ecKerjaan

1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam
KAK

13
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2) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi waktu hingga berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun
dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan
pekerjaan

4) Pembuatan jadwal pengadaan bahan, tenaga Kkerja, dan
peralatan yang diperluKan untuk pelaksanaan pekerjaan

Contoh Format Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal
Pengadaan Bahan, Tenaga Kerja dan Peralatan, sebagaimana
Lampiran 114 dan 115

Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan

1) Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak
melampaui pagu anggaran vang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran vang di tuangkan dalam rencana anggaran
biaya [RAB]

2) Dalam hal diperlukan tenaga abli/peralatan/bahan tertentu
sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya sesuai
dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Personel

1) Dalam hal diperlukan bahan, jasa lamnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahii perseorangan tertentu, dapat
dilakukan  kontrak/sewa tersendin Sebelum  dilakukan
kontrak/sewa, proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemermtah

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% [lima
puluh perseratus] dam jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang
terlibat dalam kegiatan swakelola

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efektifnya anggaran

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun
anggaran

50 Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat tekms
dan metode pengadaan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja hanan disusun berdasarkan
rencana pelaksanaan pekerjaan

Pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan

ULP dibentuk oleh Bupati, sedangkan Pejabat Pengadaan diangkat

olen PA/KPA untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola

Contoh Format Keputusan PA/KPA tentang Pengangkatan Pejabat
Pengadaan, sebagaimana Lampiran Il 7

2 Pelaksanaan

a

Tim pelaksana pekerjaan swakelola melaksanakan pekerjaan yang

telah disusun/direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, sebagai

berikut

1) MeiaKukan survei atau Koorcnnasi vang diperlukan dalam
pekerjaan swakelola

Contoh Format Laporan Hasil Survef/ Dan Koordinasi Pekerjaan
Lamnya, sebagaimana Lampiran 113
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2) Mengkaji ulang jad«ral pelaksanaan kerja [s-curve], jadwa!
kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan penggunaan
peralatan

3) Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga Kkerja dan
peralatan kepada PPKom untuk di proses oleh ULP/Pejabat
Pengadaan

4) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk
melaksanakan kegialan /pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan

5 Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan
bahan/material, tenaga kerja dan peralatan

6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan yang terdin dan
realisasi fisik dan keuangan

Contoh Format Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan,
sebagaimana Lampiran 1111, Il 12, dan I 13

b Pengadaan bahan, tenaga, peralatan dan tenaga ahli
1) Dalam hal diperlukan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan
kontrak/sewa tersendm Sebelum dilakukan kontrak sewa,
proses pengadaannva dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Tan mr mfmerafi it' tamtam a m”ricrarl»am harorur/igcqg T=mpnnfoln
2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh meiebihi 50% [lima
puluh perseratus] dari jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang
terlibat dalam pekerjaan swakelola
Contoh Format SPK/Kontrak/Perjanjian untuk pengadaan
barang/jasa, sebagaimana Lampiran 1114, 1115, 1116, 1117 dan
1118
3) Pengiriman bahan tenaga dan peralatan dapat dilakukan secara
bertanap sesuai dengan kebuiuhan, lokasi pekerjaan, dan
kapasitas penyimpanan
¢ Pembayaran
1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan

Contoh Format Tanda Tenrna Upah, Daftar lladir dan Benta
Acara Pembayaran Upah Borongan, sebagaimana Lampiran 1119,
1120 dan 1121

2) Pembayaran gaji tenaga ahli (jika diperlukan) dilakukan
berdasarkan kontrak perjanjian tenaga ahli orang perseorangan

3) Pembayaran bahan/material dan peralatan dilakukan
berdasarkan kontrak kerja pengadaan barang/bahan

Contoh Format Bukv Pembayaran Bohan/Material dan Peralatan,
sebagaimana Lampiran 1122

4) Uang Muka Kerja dipertanggungjawabkan secara berkala, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya uang muka

Contoh  Format Bukti Pembayaran Uang Muka Kerja,
sebagaimana Lampiran 11 23

¢ MNP AN HEWRN an X cxvvax jente T VKRR U U KX X2 6
1) Penggunaan tenaga kerja, bahan dn peralatan dicatat setiap hari
dalam laporan harian
2) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dilakukan
evaluasi serta dibuat laporan mingguan dan bulanan

15



http://jdih.pemalangkab.go.id/

3) Dokumentasi meliputi admimstrasi pelaksanaan pekerjaan
swakelola dan foto kemajuan pekerjaan Foto dan arah yang
sama dilakukan pada saat sebelurn, sedang, dan sesudah di
selesaikannya pekerjaan

Contoh Format Foto Kemajuan Pekerjaan. sebagaimana Lampiran
1124

Pelaporan Realisasi Pekerjaan

Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan

dilaporkan kepada PPKom yang bensi antara lam

1) Struktur organisasi pekerjaan swakelola antara lam meliputi
pambagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
serta pengoordmasian pelaksanaan pekerjaan

2) Persiapan pekerjaan swakelola antara lam meliputi kejelasan
pekerjaan secara spesiLk, kesesuaian penempatan personel
dalam pelaksanaan swakelola dan metode pelaksana

3) Pekerjaan swakelola antara lam meliputi kesesuaian rencana
pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan,
penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai selesai
100% dan foto dokumentasi

4) Penggunaan personel/tenaga kerja

5) Penggunaan peralatan

Contoh  Format Laporan Realisasi Pekerjaan Lamnya,
sebagaimana Lampiran 1132

Penyerahan Hasil Pekerjaan

1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% [sasaran
akhir pekerjaan telah tercapai], ketua tim pelaksana pekerjaan
swakelola menyerahkan kepada PPKom Setelah menerima hasil
pekerjaan dari ketua tim pekerjaan swakelola, PPKom menyusun
laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan PA/KPA

Contoh Format Laporan Penyelesaian Pekerjaan, sebagaimana
Lampiran 1125

2) Serah tenma hash pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Pekerjaan dan PPKom ke PA/KPA

Contoh Format Bento. Acara Penvew.ho.n Hasil Pekenaom.
sebagaimana Lampiran 1126

3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan selesai dilanjutkan
dengan proses penyerahan aset dari pejabat pembuat komitmen
kepada kepala satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundangan

3 Pengawasan dan Evaluasi

a

Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim atau 1 orang
pengawas yang diangkat oleh PPKom untuk mengawasi pekerjaan,
mulai dan persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola
yang meliputi
1) Pengawasan Admimstrasi
Pengawasan admimstrasi dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
2) Pengawasan Tekms
a) Pengawasan Material/Bahan
Pengawasan terhadap material/bahan meliputi pengadaan,
pemakaian dan sisa bahan

16



http://jdih.pemalangkab.go.id/

b) Pengawasan Peralatan
Penggunaan peralatan harus sesuai jadwal untuk
menghmdari turnpang tmdih pemakaian yang diperlukan di
lapangan

c) Pengawasan Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga kerja perlu diklasifikasi dan diklarifikasi,
karena hal mi akan menentukan tmgkat keberhasilan
pelaksanaan fekeriaan

Pengawasan hasil pelaksanaan pekerjaan sangat pentmg untuk

mengetahui realisasi fisik pekerjaan di lapangan

3) Pengawasan Keuangan
Pengawasan dilakukan terhadap cara pembayaran, perubahan
pembayaran, efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan
Contoh Format Daftar Simak Pengawasan Swakelola (Jasa
Lainnya), sebaganviatia Lampmari Il 33
b Evaluasi

1) PPK membenkan surat penugasan untuk pemeriksaan dan

2)

3)

evaluasi kepada tini pengawas

Tim pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi bahan, alat, tenaga kerja, fisik
pekerjaan maupun keuangan yang perlu dievaluasi setiap
minggu atau pada waktu-waktu tertentu terhadap kendala-
kendala sebagai benkut

a) Pengadaan dan penggunaan bahan,

b) Jumlah pekerja/ tenaga kerja,

c) Penggunaan peralatan,

d) Keuangan/ biaya yang diperlukan,

e) Tekms,

fj Pelaksanaan fisik,

g) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan

Berdasarkan hasil evaluasi, tun pengawas melakukan
pengkajian ulang pekerjaan swakelola untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan, keefektifan dan harus mencakup
peluang untuk pemngkatan dan kebutuhan perubahan (jika ada)
yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi

Contoh Format Surat Penugasan Tim Pengawas, sebagaimana
Lampiran 1128
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BAB Il

SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA

A Pekerjaan Konstruksi

Persiapan
Sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan, dilakukan persiapan-
persiapan sebagai benkut

a

b

SKPD menyusun daftar kebutuhan dan Kkegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola

Penawaran Tertulis

Setelah identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa dan
ditetapkan kebijakan bahwa pelaksanaan swakelola oleh mstansi
pemenntah lam, PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan
swakelola kepada mstansi pemermtah lain yang diyakinx mampu
dengan melampirkan KAK Pendahuluan, jadwal pelaksanaan dan
rmcian anggaran biaya

Studi terhadap KAK

Instansi pemenntah lam mempelajan KAK, jadwal pelaksanaan dan
rmcian anggaran biaya

Persetujuan Instansi Lam

Apabila PA/KPA dan pihak mstansi pemermtah lam tersebut
sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau nota kesepahaman
mengenai pelaksanaan pekerjaan swakelola

Pembuatan Nota Kesepakatan/Kesepahaman (MoU)

PA/KPA dengan mstansi lam penerima pekerjaan swakelola
menandatangam Nota Kesepakatan/Kesepahaman (MoU)

Contoh Format Nota Kesepakatan (MoU), sehagaimana Lampiran 1V 1

Penkatan Kontrak

PPKom mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola,
berdasarkan nota kesepahaman Isi kontrak paling kurang terdiri
dari

1) Para Pihak,

2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan,

3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan,

4) Jangka waktu pelaksanaan, dan

5) Hak dan kewajiban para pihak

Contoh Format Surat Perjanjian, sehagaimana Lampiran IV 2

Pembentukan Tim Swakelola
1) Tim perencana dan pengawas diangkat oleh PPKom dengan
surat penugasan/surat keputusan dengan lampiran struktur
ogamsasi
2) Tim pelaksana diangkat oleh mstansi pelaksana pekerjaan
swakelola
3) Tugas dan tanggung jawab tim swakelola sebagai benkut
a) Tim Perencana
Tim Perencana mempunyai tugas menyusun kerangka acuan
kerja 1KAK) serta membuat gambar kerja dan spesifikasi
tekms
b) Tim Pelaksana
Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan
sesuai yang direncanakan dan membuat gambar
pelaksanaan termasuk laporan pelaksanaan pekerjaan
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c) Tim Pengawas
Tim Pengawas mempunyai tugas pengawasan terhadap
persiapan/perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara
fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola

Contoh Format surat penugasan/surat keputusan tentang
Pembentukan Tim Swakelola, sebagaimana Lampiran Il 1

h  Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Kerangka acuan kerja memuat nai-hal sebagai benkut

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliput latar belakang
maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, serta jumlah
tenaga yang diperlukan

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan

3) Keperluan tenaga, bahan, dan peralatan secara rinci serta
dijabarkan ke dalam rencana kerja bnlanan, mmgguan dan
hanan,

4) Besarnya pembiayaan secara rmci dalam rencana biaya bulanan
dan biaya mmgguan,

5) Produk yang dihasilkan

Contoh Format KAK, sebagaimana Lampiran 1112

I Gambar Rencana dan Spesifikasi tekms Pekerjaan
Gambar rencana pekerjaan yang memuar layout, aenah, potongan
memanjang, dan potongan melintang Spesifikasi tekms disusun
mengikuti pedoman/standar sesuai dengan yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan

Contoh Format Gambar Rencana dan Spesifnkasi Tekms Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran 1113

j  Penyusunan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan

1) PPKom membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan dalam
KAK

2) Jadwal pekerjaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan
yang meliputi waktu mulai hingga akhimya pelaksanaan
pekerjaan

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun
dengan mempertimbangkan  waktu yang cukup bagi
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan

4) Pembuatan jadwal pengadaan bahan, tenaga kerja dan peralatan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

Contoh Format Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal
Pengadaan Bahan, Tenaga Kerja dan Peralatan, sebagaimana
Lampiran 1114 dan 1115

k Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
1) PPKom membuat rmcian biaya pekerjaan dengan tidak
melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran

Contoh Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), sebagaimana
Lampiran I11 6

2) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu,
dilakukan kontrak/sewa. proses petigadaannya sesuai dengan
yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
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1

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Personii

1) Dalam hal diperlukan bahan, jasa lamnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat
dilakukan kontrak/sewa tersendin Sebelum dilakukan kontrak/
sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang
ditentukan dalam dokumen pengadaan

2) Jumlah tenaga ahh perseorangan tidak melebihi 50% (lima
puluh per seratus) dan jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang
terlibat dalam kegiatan swakelola

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efektifnya anggaran

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun
anggaran

5) Rencana pengadaan haras memperttmbangkan syarat tekms
dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan
rencana pelaksanaan pekerjaan

Pembentukan Pamtia/Pejabat Pengadaan

Jika ULP pada mstansi pemermtah lam pelaksanan swakelola

belum dibentuk, Pokja ULP/pejabat pengadaan dan unsur mstansi

penanggungjawab anggaran dan mstansi pemermtah lam pelaksana

swakelola diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola

Contoh Format Keputusan Pengangkatan Pamtia/Pejabat Pengadaan,
sebagaimana Lampiran Il 7

2 Pelaksanaan

a

Pelaksanaan Rencana Kerja oleh Tim Pelaksana

Tim Pelaksana pekerjaan swakelola melaksanakan pekerjaan yang

telah disusun/ditetapkan perencanaannya, meliputi

1) Melakukan survei dan pengukuian pada lokasi pekerjaan
berdasarkan gambar kerja/gambar desain

Contoh Format Laporan Hasil Survey dan Pengukuran,
sebagaimana Lampiran 111 8

2) Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve), jadwal
kebutuhan bahan/material, tenaga Kkerja dan penggunaan
peralatan

3) Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga dan peralatan
kepada PPKom untuk diproses oleh pejabat/pamtia pengadaan

4) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk
melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan

5 Menyusun laporan tentang penenmaan dan penggunaan
bahan/material, tenaga kerja dan peralatan

6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan
keuangan

Contoh Format Laporan Hanan Mingguan dan Bulanan
sebagaimana Lampiran Il 11, 111 12 CHALTIL Hj
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b

Pengadaan Bahan, Tenaga Kerja, Peralatan dan Tenaga Ahli

D

2)

3)

Dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat
dilakukan  kontrak/sewa tersendiri Sebelum  dilakukan
kontrak/sewa, proses pengadaann”®a dilaksanakan sesuai
dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak melebihi 50% (lima
puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang
terlibat dalam kegiatan swakelola

Contoh Format SPK/Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang/
Bahan, sebagaimana Lampiran Il 14

Contoh Format SPK/Kontrak/Perjanjian Tenaga Ahli Orang
Perseorangan, sebagaimana Lampiran Il 15

Contoh Format SPK/Kontrak Kerja Qrang Perseorangan Borongan,
sebagaimana Lampiran Il 17

Penginman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas
penyimpanan

Pembayaran

D

2)
3)

4)

Pembayaran upah tenaga kerja vang diperlukan dilakukan
secara hanan berdasarkan riafrar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan

Contoh Format Surat Permmtaan/Benta Acara Pembayaran dan
Daftar Hadir, sebagaimana Lampiran Il 13 dan |1l 19

Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan Uang Persediaan
(UP) dilakukan oleh mstansi pemermtah pelaksana swakelola
Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu (jika diperlukan) dilakukan
berdasarkan kontrak kerja konsultan perorangan

Uang muka dipertanggungiawabkan secara berkala, paling
lambat 30 (tiga puluh) han setelah diterimanya uang muka

Contoh Format Uang Muka, sebagaimana Lampiran 11122

Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi

1)

2)
3)

4)

5)

Laporan kemajuan pelaksanaan pekenaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh pelaksana swakelola kepada PPKom
setiap bulan

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh
PPKom kepada PA/KPA yang bersangkutan setiap bulan
Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap
hari dalam laporan harian oleh pelaksanan swakelola
Pencapaian target fisik dnatat setiap hari, dilakukan evaluasi,
dan dibuat laporan rmngguan sedangkan pencapaian target non
fisik pekerjaan lainnya dicatat dan dievaluasi setiap bulan
Dokumentasi meliputi admmistrasi pelaksanaan pekerjaan
swakelola dan foto kemajuan jiekerjaan Foto dan arah yang
sama dilakukan pada saat sebelum, sedang dan sesudah
diselesaikannya pekerjaan

Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Pelaporan Realisasi Pekerjaan dibuat oleh tim peiaksana dan
dilaporkan kepada PPKom yang bensi antara lam

1)

Strukstur orgamsasi pekerjaan swakelola antara lam meliputi
pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
serta pengkoordmasian pelaksanaan pekerjaan,
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2)

3)

4)
5)

Pprsianan nplppnann ,swatpinla .phtara ,Jain ;mplmpti tpipiaann
pekerjaan secara spesifik, kesesuaian penempatan persoml
dalam pelaksanaan swakelola dan metode pelaksanaan,
Persiapan pekerjaan swakelola antara lam meliputi kesesuaian
rencana pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal pelaksanaan
pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai
selesai 100%, foto-foto dokumentasi,

Penggunaan fersomi/ tenaga keria

Penggunaan peralatan

Contoh Format Reahscisi Pekerjaan Fisik, sebagaimana Lampiran
123

f Penyerahan Hasil Pekerjaan

D

2)

3)

Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran
akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana Swakelola
menyerahkan kepada PPKom Setelan menenma hasil pekerjaan
dan Ketua Tim Pelaksana Swakelol, PPKom membuat laporan
pekerjaan selesai yang kemudian diserahkan kepada PA/KPA

Contoh Format Laporan Pekerjaan Selesai, sebagaimana
Lampiran 11l 24

Serah tenma hasil pekerjaan dibuat benta acara penyerahan
pekerjaan selesai oieh PPKom kepada PA/KPA

Contoh Format Benta Acara Penyerahan Pekerjaan, sebagaimana
Lampiran 11127

Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan dilanjutkan dengan
proses penyerahan aset dan rekomendasi hasil evaluasi
pelaksanaan dan PPKom kepada Kepala SKPD yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku

g Pengawasan dan Evaluasi

D

2)

Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim/seorang
pengawas Yyang diangkat; oleh PPKom untuk mengawasi
pekerjaan mulai dan persiapan sampai akhir pelaksanaan
pekerjaan swakelola, meliputi
a) Pengawasan Adnnmstrasi
Pengawasan Adrmnistrasi dilaKukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan, pelaporan
b) Pengawasan Tekms
Pengawasan tekms meliputi pengawasan material/bahan,
peralatan dan tenaga kerja Pengawasan hasil pelaksanaan
pekerjaan sangat pentmg untuk mengetahui realisasi fisik
pekerjaan laparigan
c) Pengawasan Keuangan
Pengawasan keuangan meliputi cara pembayaran,
perubahan pembayaran, efisiensi dan efektivitas penggunaan
keuangan
Contoh Format Lembar Pengawasan/Daftar  Simak,
sebagaimana Lampiran IV 3

Evaluasi

PPKom memberikan surat penugasan untuk pemenksaan dan
evaluasi kepada tim pengawas untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi bahan, alat,
tenaga kerja, fisik pekerjaan dan keuangan Evaluasi dilakukan
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setiap mmggu atau waktu-waktu tertentu terhadap kendala-
kendala

a) Pengadaan dan penggunaan bahan,

b) Jumlah pekerja/tenaga kerja,

c) Penggunaan peralatan,

d) Keuangan/biaya yang diperlukan,

e) Tekms,

f) Pelaksanaan fisik

g) Hasil kerja setiap jems pekerjaan

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengawas melakukan
pengkajian wulang pekerjaan swakelola untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan, keefektifan serta peluang untuk
penmgkatan dan kebutuhan perubahan (jika ada) yang
dituangkan dalam rekomendasi

Contoh Foimat Snrat Penugasan u.ntnk Pemenksaan dan
Evaluasi, sebagaimana Lampiran 11l 29

B Pekerjaan Lamnya

1 Persiapan

a

b

SKPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola

Setelah dndentifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa dan
ditetapkan kebyakan bahwa pelaksana swakelola oleh mstansi
pemenntah lam, PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan
swakelola kepada mstansi pemenntah lam yang diyakmi mampu
dengan melampirkan KAK (KAK Pendahuluan), jadwal pelaksanaan
dan rmcian anggaran biaya

Instansi pemenntah lam tersebut mempelajan KAK, jadwal
pelaksanan dan rmcian anggaran biaya

Apabila PA/KPA dan pinak mstansi pemenntah lam tersebut
sepakat, dapat dibuat naskah kerja sama atau nota kesepahaman
mengenai pelaksanaan pekerjaan swakelola

PA/KPA dengan mstansi lam penenma pekerjaan swakelola
membuat Nota Kesepahaman/Kesepakatan (MoU)

Contoh Format Nota Kesepahaman/Kesepakatan (MoU), sebagaimana
Lampiran IV 1

PPKom mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada
mstansi pemenntah lam pelaksana swakelola, berdasarkan nota
kesepahaman Isi kontrak sekurang-kurangnya

1) Para pihak,

2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan,

3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan

4) Jangka wakru pelaksanaan, dan

5) Hak dan kewajiban para pihak

Contoh Format Kontrak/ Surat Perjanjian, sebagaimana Lampiran IV 2

Pembentukan Tim Swakelola
Tim Perencana dan Tim Pengawas diangkat oleh PPKom, sedangkan
Tim Pelaksana diangkat oleh mstansi pelaksana pekerjaan
swakelola Tugas dan tanggung ja”'ab tim swakelola sebagai
benkut
1) Tim Perencana
Tim Perencana mempunyai tugas menyusun kerangka acuan
kerja (KAK)
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o\ Tim Pelaksana
Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan yang direncanakan yang ditetapkan dalam KAK
termasuk laporan pelaksanaan pekerjaan

3) Tim Pengawas
Tim Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
ternadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kemajuan
fisik maupun admimstrasi pekerjaan swakelola

Contoh Format Surat Penugasan/Pembentukan Tim Swakelola,
sebagaimana Lampiran 1l 1

h  Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola yang memuat hal-hal

sebagai berikut

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar
belakang, maksud dan tu,nan, sasaran, sumber pendanaan,
serta jumlah tenaga >ang diperlukan

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan

3) Kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk
kegiatan swakelola (seperti peralatan untuk keperluan pelatihan)

4) Besarnya pembiayaan yang diperlukan

5) Produk yang dihasilkan

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja sebagaimana Lampiran Il12

i Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

1) PPKom membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam
KAK

2 Jadwal pelakasanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi waktu mulai hmgga berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun
dengan mempertimbangkan waktu yang eukup bagi pelaksanaan
pekerjaan

4) Pembuatan jadwal pengadaan bahan, tenaga kerja dan peralatan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

Contoh Format Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dan Jadwal
Pengadaan Bahan, lenaga Kerja dan Peralatan, sebagaimana
Lampiran Il11 4 dan Lampiran 115

] Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan
1) PPKom membuat rmcian biaya pekerjaan dengan tidak
melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran yang dituangkan dalam rencana anggaran
biaya (RAB)

Contoh Format Rencana Anggaran dan Biaya, sebagaimana
Lampiran |11 6

2) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu
sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya sesuai
dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

k Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Persoml

1) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dan kebutuhan persoml

dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran
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2) Pengadaan bahan, jasa lamnya, peralatan, tenaga ahli dan jasa
konsultan yang diperlukan, dilakukan oleh panitia/ pejabat
pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu
menggunakan metode pengadaan yang sesuai

3) Dalam hal diperlukan tenaga kerja upah lianan disusun rencana
jumlah tenaga kerja yang diperlukan

1 Pembentukan panitia/ Pejabat Pengadaan

Jika ULP pada mstansi pemenntah lam pelaksana swakelola belum

dibentuk, panitia/pejabat pengadaan dan unsur mstansi

penanggungjawab anggaran dan mstansi pemenntah lam pelaksana
swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola

Contoh Format Sural Keputusan Pengangkatan Panitia/Pejabat
Pengadaan, sebagaimana Lampiran 117

2 Pelaksanaan
a Pelaksanaan Rencana Kerja oleh Tim Swakelola
1) Tim pelaksana pekerjaan swakelola melaksanakan pekerjaan
yang telah disusun/ditetapkan perencanaannya meliputi
a) Melakukan survei/koordinasi pelaksanaan swakelola

Contoh Format Laporan Hasil Survei dan Pengukuran,
sebagaimana Lampiran 11 b

by Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve), jadwal
kebutuhan bahan/material, tenaga kerja, dan penggunaan
peralatan

c) Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan
peralatan kepada PPKom untuk diproses oleh pejabat/
panitia pengadaan
Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli utuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

e) Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan
bahan/material, tenaga kerja dan peralatan

f) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan
keuangan)

Contoh Format Laporan Hanan Mingguan dan Bulanan,
sebagaimana Lampiran 111 11. 1l 12 dan 111 13

2) Pengadaan Bahan, Tenaga dan Peralatan
a) Pengadaan bahan, jasa lamnva, peralatan dan tenaga ahli
(Jjika diperlukan) dilakukan oleh pejabat/panitia pengadaan
dari unsur mstansi pemenntah pelaksana swakelola yang
ditetapkan oleh PA/ KPA

Contoh Format SPK,'Kordrak/Perjanjian Pengadaan
Barang/Bahan, sebagaimana Lampiran Il 14

Contoh  Format SPK/Kontrak/Perjanjian  Tenaga Ahli
Perorangan, sebagaimana Lampiran 111 15

Contoh Format SPK/Kontrak Kerja Orang Perseorangan
Borongan, sebagaimana Lampiran 11117

b) Penginman bahan, tenaga dan peralatan dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lokasi, pekerjaan
dan kapasitas penyimpanan
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3) Pembayaran

4)

5)

a)

b)

Pembayaran upah tenaga kerja jang diperlukan dilakukan
secara hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau upah
borongan

Contoh Format Surat Permintaan/Benta Acara Pembayaran
dan Daftar Hadir, sebagaimana Lampiran Il 18 dan Lampiran
1119

Pembayaran gap tenaga ahh teirentu (jika diperlukan)
dilakukan berdasarkan kontrak kerja konsultan perorangan

Contoh Format SPK/Kontrak Kerja. Tenaga Ahh Perorangan,
sebagaimana Lampiran 11120

Uang muka kerja dipeitanggungjawabkan secara berkala,
paling lambat 30 (tiga puluh) han setelah diterimanya uang
muka

Contoh Format Uang Muka, sebagaimana Lampiran Il 22

Pelaporan dan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi

a)

b)

d)

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh pelaksana swakelola kepada
PPKom

Penggunaan tenaga Kkerja, bahan, dan pcralatan dicatat
setiap han dalam laporan hanan oleh pelaksana pekerjaan
swakelola

Pencapaian target fisik dicatat setiap han dan dilakukan
evaluasi serta dibuat laporan mingguan dan bulanan
Dokumentasi meliputi admimstrasi pelaksanaan pekerjaan
swakelola dan l'oto kemajuan pekerjaan Foto dan arah yang
sama dilakukan pada saat sebeium, sedang dan sesudah
diselesaikannya pekerjaan

Contoh Format Foto Perkembangan Pekerjaan, sebagaimana
Lampiran IV 4

Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Pelaporan realisasi pekeriaan dibuat oleh tim pelaksana dan
dilaporkan kepada PPKom yang bensi antara lain

a)

b)

c)

d)

Struktur orgamsasi pekerjaan swakelola antara lain meliputi
pembagian tugas, pendelegasian vrewenang dan tanggung
jawab serta pengkoordmasian pelaksana pekerjaan

Persiapan pekerjaan swakelola antara lam meliputi kejelasan
pekerjaan secara sjoesifik, kesesuaian penempatan persoml
dalam pelaksanaan swakelola dan metode pelaksanaan
Pelaksanaan pekerjaan swakelola antara lam meliputi
kesesuaian rencana pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan
pekerjaan sampai selesai 100%, foto-foto dokumentasi
Penggunaan persoml

Penggunaan peralatan

Contoh Format Laporan Pekerjaan sebagaimana Lampiran
123
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6) Penyerahan Hasil Pekerjaan
a) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim
Pelaksana pekerjaan swakelola menyerahkan kepada PPKom
Setelah menerima hasil pekerjaan dan penanggung jawab
pekerjaan swakelola, PPKom membuat laporan pekerjaan
selesai yang kemudian diserahkan kepada PA/KPA

Contoh Format Lapo”on Pekeijaon Selesai, seba.go.ima.na
Lampiran Il 24

b) Serah tenma hasil pekerjaan dibuat dalam benta acara
penyerahan pekerjaan selesai oleh PPKom kepada PA/KPA

Contoh Format Benta Acara. Penyerahan Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran 11127

M onfoln.. pEligcioicu 1M golorm  glilamililr  Aeryiyatp

proses penyerahan aset dan PPKom kepada Kepala SKPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim/seorang pengawas

yang diangkat oleh PPKom untuk mengawasi pekerjaan, mulai

persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi

a Pengawasan Admimstrasi
Pengawasan admimstrasi dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

b Pengawasan Tekms
Pengawasan tekms dilakukan terhadap pengadaan, pemakaian dan
sisa material/bahan, periggunaan peralatan serta tenaga Kkerja
Pengawasan hasil pelaksanaan pekerjaan diperlukan dalam rangka
mengetahui realisasi fisik pekeijaau lapangau

c Pengawasan Keuangan
Pengawasan keuangan dilakukan terhadap cara pembayaran,
perubahan pembayaran, efesierisi dan efektivitas penggunaan
keuangan

Contoh Format Lembar Pengawasan/Daftar Simak, sebagaimana
Lampiran IV 5

PPKom memberikan surat penugasan kepada tim pengawas untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang
menyangkut bahan, alat, tenaga kerja, fisik pekerjaan dan keuangan
serta melakukan evaluasi setiap minggu atau waktu-waktu tertentu
terhadap kendala-kendala

1) Pengadaan dan penggunaan bahan,

2) Jumlah pekerja/tenaga kerja

3) Penggunaan peralatan,

4) Keuangan/biaya yang diperlukan,

5 Tekms,

6) Peralatan fisik,

7) Hasil kerja setiap jems pekerjaan

Berdasarkan hasil evaluasi, tim pengaw as melakukan pengkajian ulang
pekerjaan swakelola untuk memustnian wesesuaian, kecukupan,
keefektifan serta peluang untuk pemngkatan dan kebutuhan
perubahan (jika ada) yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi

Contoh Format Surat Penugasan Untuk Pem.enksaan dan Evaluasi,
sebagaimana Lampiran 111 29

27



http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB [V
SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

A Pekerjaan Konstruksi
1 Persiapan
Sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan, dilakukan persiapan-
persiapan sebagai berikut

a

b

d

SKPD menyusun daitar kebutuban dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dengan cara swakelola

Penetapan kelompok masyarakat sebagai tim pelaksana

swakelola

1) PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok
Masyarakat

2) Tim swrakelola diangkat oleh penanggungjawrab kelompok
masyarakat sesuai dengan strukmi orgamsasi swakelola

3) Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana

4) Konstruksi bangunan bam yang tidak sederhana, dibangun
olen SKPD untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok
masyarakat sesuai dengan peraturan pemndang-undangan

Kontrak Pelaksanaan

PPKom membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola

dengan penanggungjawab kelompok masyarakat Isi kontrak

sama dengan yang dilaksanakan oleh mstansi pemermtah

lainnya

Contoh Format Kontrak/Surat Perjanjian, sebagaimana Lampiran
IV 1

Tim Swakelola dibentuk oleh Kelompok Masjmrakat dan

ditetapkan oleh PPKom, meliputi

1) Tim Perencana
Mempunyai tugas membuat gambar kerja dan spesifikasi
tekms

2) Tim Pelaksana
Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan sesuai Yyang
direncanakan serta membuat gambar pelaksanaan termasuk
laporan pelaksanaan pekerjaan

3) Tim Pengawas
Mempunyai tugas pengawasan terhadap persiapan/
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan fisik maupun
admimstrasi pekerjaan swakelola

Contoh Format Surat Penugasan/Pembentukan Tim Swakelola,
sebagaimana Lampiran IV 2

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola

Kerangka acuan kerja memuat hal-hal sebagai benkut

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar
belakang, maksud dan tujuari, sasaran, sumber pendanaan,
sertajumlah tenaga yang diperlukan,

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan,

3) Keperluan tenaga, bahan dan per.?latan secara rmci serta
dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, mmgguan dan
hanan,
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4L, Rpspmva. npmhiavagn cpparti ninn  dalam  rcncana biaya
bulanan dan biava mmgguan,
5) Produk yang dihasilkan

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana Lampiran 112

f Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan
Gambar rencana pekerjaan yang memuat lay out, denah,
potongan meman]ang dan potongan melintang Spesifikasi teknis
disusun mengikuti pedoman/standar sesuai dengan yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

Contoh Format Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran 113

g Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

1) Kelompok masyarakat membuat jadwal rencana pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan
pekerjaan dalam KAK

2) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan
pekerjaan yang mehputi waktu mulai hmgga berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun
dengan memperlimbangkan waktu yang cukup bagi
pelaksanaan pekerjaan

4) Pembuatan jadwal pengadaan bahan, tenaga Kkerja dan
peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

Contoh Format Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran 114

Contoh Format Jadwal Pengadaan Bahan, Tenaga kerja, dan
Peralatan, sebagaimana Lampiran 115

h  Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan
1) Kelompok masyarakat membuat rmcian biaya pekerjaan/
kegiatan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen anggaran yang dituangkan dalam
rencana anggaran biaya (RAB)

Contoh Format Rencana Anggaran Biaya, sebagaimana
Lampiran 116

2) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu
maka dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya sesuai
dengan yang ditentukan oleh kelompok masyarakat dan
disetujui/ diketahui oleh PPKom

Contoh Format SPK/Kontrak/Peganjian untuk pengadaan
barang/jasa, sebagaimana Lampiran Il 14, Lampiran 1115,
Lampiran 1116, Lampiran 1117 dan Lampiran 1118

i Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dilakukan oleh kelompok

masyarakat, meliputi

1) Dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan
kontrak/sewa tersendm dengan memerhatikan pnnsip-pnnsip
dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
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o\ Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan

3)

4)

memerhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efektifnya anggaran

Rencana pengadaan harus rnempertirnbangkan syarat teknis
dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan

Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan
rencana nelaksanaan nekenaan

2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja.

Kelompok Masyarakat yang telah inenyusun/menetapkan
rencana kerja, meliputi

a

D

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan pengukuran ulang pada lokasi pekerjaan
berdasarkan gambar kerja/gambar desam

Contoh Format Laporan Hasil Pengukuran Ulang, sebagaimana
Lampiran 118

Menyusun jadwal pelaksanaan kerja (s-curve), jadwal
kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan penggunaan
peralatan

Contoh Format Jadwal Rencana. Pelaksanaan Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran 114

Contoh Format Jadwal Pengadaan Bahan, Tenaga kerja, dan
Peralatan, sebagaimana Lampiran 15

Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan
peralatan kepada PPKom

Contoh Fonnat Surat Pengajuan Kebutuhan Bahan/Material,
Tenaga Kerja dan Peralatan sebagaimana Lampiran 119

Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk
melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan

Menyusun laporan tentang penenmaan dan penggunaan
bahan/material tenaga kerja dan peralatan

Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan
keuangan)

Contoh Format Laporan Hanan, Mingguan dan Bulanan,
sebagaimana Lampiran 1111, Lampiran 1112, dan Lampiran
1113

Pengadaan Barang/Jasa

D

2)

3)

Pengadaan barang/jasa, diiakukan oleh unsur kelompok
masyarakat yang telah ditetapkan

Penginman bahan dapat diiakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas
penyimpanan

Pengadaan tenaga ahli tertentu (jika diperlukan) diiakukan
berdasarkan lkatan kontrak konsultan perseorangan

Pembentukan Tim Pengadaan

D

2)

Tim pengadaan diangkat oleh penanggung jawab kelompok
masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan su akelola
Tim pengadaan cliperbolehkan bukan PNS
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d

2)

3)

4)

Pembayaran

1) Pembayaran upab tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan

Contoh Format Tanda Tenma Upah, Daftar Hadir dan Benta
Acara Pembayaran Upah Borongan, sebagaimana Lampiran
1119, Lampiran 1120 dan Lampiran 1121

1) Penyaluran dana kepada keiompok masyarakat dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai benkut
a) Diberikan 40% dan keseluruhan dana apabila keiompok
masyarakat telah siap melaksanakan swakelola,
b) Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan
telah mencapai 30%
c) Diberikan 30% dan keseluruhan dana apabila pekerjaan
telah mencapai 60%
d) Pembayaran gaji tenaga ahh tertentu (pka diperlukan)
dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan
Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekeijaan swakelola kepada
PPKom setiap bulan
2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan
oleh PPKom kepada PA/KPA yang bersangkutan setiap buian
3) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap
han dalam laporan harian
4) Pencapai target fisik dicatat setiap hari dan dilakukan
evaluasi serta dibuat laporan mmgguan
5) Dokumentasi meliputi admimstrasi pelaksanaan pekerjaan
swakelola dan foto kemajuan pekeriaan Foto dan arah yang
sama dilakukan pada saat sebeium, seaang dan sesuaah
diselesaikannya pekerjaan
Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Laporan realisasi jDekerjaan dibuat oleli Tim Pelaksana dan
disampaikan kepada PPKom yang bensi antara lam
1) Struktur orgamsasi pekerjaan swakelola antara lam meliputi
pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab serta pengoordmasian pelaksanaan pekerjaan
2) Persiapan pekerjaan swakelola antara lam meliputi kejelasan
pakerjaan secara spesifik, kesesuaian penempatan persoml
dalam pelaksanaan swakelola dan metode pelaksanaan
3) Pelaksana pekerjaan swakelola antara lam  meliputi
kesesuaian rencana pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan
PRRLUIQRN camnen cplpcai 100% dan foto-foto dokumentasi
4) Penggunaan persoml/tenaga kerja

Contoh Format Laporan Realisasi Pekerjaan Fisik, sebagaimana
Lampiran 1125

Penyerahan Hasil Pekerjaan

1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), penanggungjawab
swakelola menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPKom

Contoh Format Laporan Penyelesaian Pekerjaan, sebagaimana
Lampiran 1126
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pekerjaan selesalL oleh Ketua Tun Peloksana Swakelola kepada
PPKom

Contoh Format Benta Acara Penyerahan Pekerjaan Selesali,
sebagaimana Lampiran 1127

5) Pengawasan dan Evaluasi

1)

2)

Pengawasan pekeriaan swakelola dJakukan oleh tim/seorang
pengawas Yyang diangkat oleh PPKom untuk mengawasi
pekerjaan mulai dan persiapan sarnpai akhir pelaksanaan
pekerjaan swakelola, meliputi
a) Pengawasan Admimstrasi
Pengawasan admimstrasi dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan laporan
b) Pengawasan Tekms
Pengawasan tekms meliputi pengawasan material/bahan
(pengadaan, pemakaiandan sisa bahan), pengawasan
peralatan dan pengawasan tenaga kerja
c) Pengawasan Keuangan
Pengawasan terhadap cara pembayaran, perubahan
pembayaran, elisiensi dan efektivitas penggunaan
keuangan

Contoh Format Dajtar Simak Pengawasan Swakelola (Fisik),
sebagaimana Lampiran 1128

Evaluasi
PPKom memberikan surat penugasan untuk memenksa dan
melakukan valuasi kepada tim pengawas

Contoh Format Surat Penugasan Tun Pengawas, sebagaimana
Lampiran 1129

Tim pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi bahan, alat, tenaga kerja, fisik
pekerjaan dan keuangan dan dievaluasi setiap minggu atau
waktu-waktu tertentu terhadap kendala-kendala

a) Pengadaan dan penggunaan bahan,

b) Jumlah pekerja/tenaga kerja

c) Penggunaan peralatan,

d) Keuangan/biaya yang diperlukan,

e) Tekms,

f) Pelaksanaan fisik,

g) Hasil kerja setiap jems pekerjaan

Dan hasil evaluasi tersebut, tim pengawas melakukan
pengkajian ulang pekcpaan swakelola untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan, keefekufan dan harus mencakup
peluang untuk pemngkatan dan kebutuhan perubahan (jika
ada) yang dituangkan dalam rekomendasi

B Pekerjaan Lamnya
1 Persiapan
Sebelum pekerjaan lamnya dilaksanakan, dilakukan persiapan-
persiapan sebagai benkut
a SKPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola
b Penetapan kelompok masyarakat sebagai tim pelaksana swakelola
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masyarakat

2) Tim swakelola diangkat oleh penanggungjawab kelompok
masyarakat sesuai dengan struktur organisasi swakelola

Kontrak Pelaksanaan

PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan
penanggungjawab kelompok masyarakat Isi kontrak sama dengan
yang dilaksanakan oleh mstansi peraermtan lamnya

Contoh Format Kontrak/Surat Perjanjian, sebagaimana Lampiran TV 1

3 Pembentukan Tim Swakelola, meliputi

a

Perencanaan

Mempunyai tugas menyusun kerangka acuan kerja (KAK),
membuat gambar kerja dan spesilikasi teknis

Pelaksanaan

Mempunyai tugas melaksanaan pekerjaan sesuai  yang
direncanakan serta membuat gambar pelaksanaan termasuk
laporan pelaksanaan pekerjaan

Pengawas

Mempunyai tugas pengawasan terhadap persiapan/perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan baik I[lsik maupun admimstrasi
pekerjaan swakelola

Contoh Format Surat Penugasan/Pembentukan Tim, sebagaimana
Lampiran IV 2

4 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola
Kerangka acuan kerja memuat hal-hal sebagai berikut

a

Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang,
maksud dan tujuan. sasaran, sumber pendanaan serta jumlah
tenaga yang diperlukan,

W aktu pelaksanaan yang diperlukan,

Keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta
dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, mmgguan dan hanan,
Besarnya pembiayaan secara rmci dalam rencana biaya bulanan
dan biaya mmgguan,

Produk yang dihasilkan

vron T W et W o 1 ot conr et serev-seotana Lampiran e

5 Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

a

Kelompok masyarakat membuat jadwal rencana pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan
dalam KAK

Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan
yang meliputi waktu mulai hmgga berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan

Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan
mempertimbangkan waktu }ang cukup bagi pelaksanaan
pekerjaan

Pembuatan jadwal pengadaan bahan, tenaga kerja dan peralatan
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan

Contoh Format Jadwai PeiaKsanuan Pekerjaan, sebagaimana
Lampiran 114

Contoh Format Jadwal Pengadaan Bahan, Tenaga Kerja dan
Peralatan, sebagaimana Lampiran 115
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6 Penyusuna Rencana Biaya Pekerjaan

a

Kelompok masyarakat membuat rmcian biaya pekerjaan dengan
tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran yang dituangkan dalam rencana anggaran
biaya (RAB)

Contoh Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), sebagaimana
Lampiran 116

Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peialatan/bahan tertentu
sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya sesuai
dengan vyang ditentukan oleh kelompok masyarakat yang
disetujui/diketahui oleh pejabat pembuat komitmen

Contoh  Format SPK/Kontrak/Perjanjian untuk pengadaan
barang/jasa, sebagaimana Lampiran 1114, Lampiran 1115,
Lampiran 1116, Lampman 1117 don Lampman 1118

7 Pelaksanaan

a

b

Pelaksanaan rencana Kerja

Kelompok masyarakat telah menyusun/menetapkan perencanaan

yang meliputi

1) Melakukan survey (jika diperlukan) pada lokasi pekerjaan
berdasarkan KAK

Contoh Format Laporan Hasil Pengukuran Ulang, sebagaimana
Lampiran 118

2) Menyusun jadwal pelaksanaan kerja (s-curve), jadwal
kebutuhan bahan, tenaga kerja dan penggunaan peralatan

Contoh Format Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan,
sebagaimana Lampiran |14

Contoh Format Jadwal Pengadaan Bahan, Tenaga kerja, dan
Peralatan, sebagaimana Lampiran 115

3) Mengajukan kebutuhan bahan. tenaga kerja dan peralatan oleh
kelompok masyarakat kepada PPKom

Contoh Format Surat Pengajuan Kebutuhan Bahan/Material,
Tenaga Kerja dan Peralatan sebagaimana Lampiran 119

4) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk
melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan

5 Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan
bahan, tenaga kerja dan peralatan

6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi pekerjaan
dan keuangan)

Contoh Format Laporan Harian, Mmgguan dan Bulanan,
sebagaimana Lampiran Lampiran 1111, Lampiran 1112 dan
Lampiran 1113

Pengadaan Barang/Jasa

1 Pengadaan barang/jasa, dilakukan oleh unsur kelompok
masyarakat yang telah ditetapkan

2 Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan, lokasi  pekerjaan dan  kapasitas
penyimpanan
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c

3 Pengadaan tenaga ahli tertentu (jika diperlukan) dilakukan

berdasarkan lkatan kontrak konsultan perseorangan
Pembayaran
1 Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borong

Contoh Format Tanda Tenma Upah. Daftar Hadir dan Benta
Acara Pembayaran Upah Borongan sebagaimana Lampiran
1119, Lampiran 1120 dan Lampiran 1121

2 Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai benkut
a) Dibenkan 40% dan keseluruhan dana apabila kelompok
masyarakat telah siap melaksanakan swakelola
b) Dibenkan 30% dan keseluruhan dana apabila pekerjaan
telah mencapai 30%
c) Dibenkan 30% dan keseluruhan dana apabila pekerjaan
telah mencapai 60%
3 Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu (jika diperlukan)
dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan
Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
1 Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh pelaksana swakelola kepada pejabat
pembuat komitmen setiap bulan
2 Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh
pejabat pembuat komitmen kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran yang bersangkutan setiap bulan
3 Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap
han dalam laporan hanan
4 Pencapaian target fisik dicatat setiap nan dan dilakukan
evaluasi serta dibuat laporan mmgguan
5 Dokumentasi meliputi admimstrasi pelaksanaan pekerjaan
swakelola dan foto pelaksanaan pekerjaan
Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Laporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan
disampaikan kepada PPKom yang bensi antara lam
1 Struktur orgamsasi pekerjaan swakelola antara lain meliputi
pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab serta pengoordmasian pelaksanaan pekerjaan
2 Persiapan pekerjaan swakelola antara lam meliputi kejelasan
pekerjaan secara spesifik, kesesuaian penempatan persoml
dalam pelaksanaan swakelola dan metode pelaksanaan
3 Pelaksanaan pekerjaan swakelola antara lam meliputi
b-pQPcnQiQn genpQnnu N RAR M SR %1 1 pvyiviauA™ i TRAY 13BnARs, | RO RS XA
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan
pekerjaan sampai selesai 100% dan foto-foto dokumentasi
4 Penggunaan personal/tenaga kerja
5 Penggunaan peralatan
6 Lampiran pendukung lamnya

Contoh Format Realisasi Pekerjaan Lamnya. sebagaimana Lampiran
1125
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Penyerahan Hasi Pekerjaan

1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%
(sasaran akhir  pekerjaan telah tercapai), swakelola
menyerahkan hasil pekerjaan Kkepada pejabat pembuat
komitmen Setelali menerima basil pekerjaan dan penanggung
jawab pekerjaan swakelola. PPK membuat laporan pekerjaan
selesai yang kemudian diserahkan kepada PA/KPA

Contoh Fonnat Laporan Pekerjaan Selesai, sebagaimana
Lampiran 1126

2) Serah tenma hasil pekerjaan clibuat benta acara penyerahan
pekerjaan selesai oleh PPK kepad PA/KPA

Contoh Format Benta Acara Penyerahan Pekerjaan Selesai,
sebagaimana Lampiran 1127

8 Pengawasan dan Evaluasi

a

Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim/seorang
pengawas yang diangkat oleh PPKom untuk mengawasi pekerjaan
mulai dan persiapan sampai aklinr pelaksanaan pekerjaan
swakelola, meliputi
1) Pengawasan Admmistrasi
Pengawasan admmistrasi dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
2) Pengawasan Teknis
Pengawasan teknis meliputi pengawasan material/bahan
(pengadaan, pemakaian dan sisa bahan), pengawasan peralatan
dan pengawasan tenaga kerja
3) Pengawasan Keuangan
Pengawasan keuangan meliputi cara pembayaran, perubahan
pembayaran efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan

Contoh Format Lembar Pengawasan/Daftar Simak, sebagaimana
Lampiran 1128

Evaluasi
PPKom membenkan surat penugasan untuk pemenksaan dan
evaluasi kepada tim pengawas

Contoh Format Surat Penugasan Untuk Pemenksaan dan Evaluasi,
sebagaimana Lampiran 1129

Tim pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan, yang meliputi bahan, alat, tenaga kerja, fisik pekerjaan
dan keuangan dan dievaluasi setiap mmggu atau waktu-waktu
tertentu terhadap kendala-kendnla

1) Pengadaan dan penggunaan bahan,

2) Jumlah pekerja/tenaga kena

3) Penggunaan peralatan,

4) Keuangan/biaya yang diperlukan,

5) Teknis,

6) Pelaksanaan fisik,

7) Hasil kerja setiap jems pekerjaan

Dan hasil evaluasi tersebut, tim pengawas melakukan pengkajian
ulang pekerjaan cennlrelntn poan, nemastikan  kesesuaian,
kecukupan, keefektofan, dan hams mencakup peluang untuk
penmgkatan dan kebutuhan perubahan (jika ada) yang dituangkan
dalam rekomendasi
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BAB V
PENUTUP

Tata cara Swakelola di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang
duharapkan dapat mendorong terwujudnya admimstrasi pelaksanaan
swakelola yang dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran, mstansi
pemermtah lam maupun kelornpok masyaiakat men,adi lebih baik dan tepat
sasaran

Kasiilbey Kabag Asisten  SekQu

Hakd . A A

hn\
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Lampiran Il 1 PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA

KGP SURAT

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN
SATUAN KERJA

NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN
Menimbang a Bahwa untuk mengadakan pekerjaan

yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk

tim swakelola,

b Bahwa para pejabat/petugas di bawah mi dipandang

mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan

tugas sebagai tim swakelola

¢ Bahwa untuk maksud tersebut

dikeluarkan surat keputusan pembentukan

swakelola,

Mengmgat 1 Peraturan Piesiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemermtah sebagaimana telah diubah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Peraturan Presiden Nomoi 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah,
2 Keputusan
3
4
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Membentuk tim swakelola yang terdin dan tim
perencana, tun pelaksana, dan tim pengawas kegiatan
swakelola di Pekeijaan dengan
susunan sebagai berikut

Tim Perencana

1 Sdr sebagai Ketua Tim,
2 Sdr sebagai Sekretans Tim,
3 Sdr sebagai Anggota Tim

4 dst

Tim Pelaksana *
(* Untuk Swakelola Tipe 2 instansi pemermtah lam tim

pelaksana ditetapkan oleh instansipelaksana swakelola)

1 Sdr sebagai Ketua Tim
2 Sdr sebagai Sekretans Tim,
3 Sdr sebagai Anggota Tim
4 dst
Tim Pengawas

1 Sdr sebagai Ketua Tim
2 Sdr sebagai Sekretans Tim,
3 Sdr sebagai Anggota Tim,
4 dst

Tim Perencana Kegiatan SwaKeiola mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut

1 (Ketua Tim)

a

b
2 (Sekretans Tim)
3 (Anggota Tim)

a

b dst
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KETIGA

KEEMPAT

Tim pelaksana kegiatan swakelola mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut
(Untuk swakelola tipe 2 instansi pemenntah lain tim

pelaksana ditetapkan oleh instansi pelaksana swakelola)

1 (Ketua Tim)
a y
b
2 (Sekretans Tim)
a y
b y
3 (Anggota Tim)
a y
b dst,

Tim pengawas kegiatan swakelola mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut

1 (Ketua Timl
a
b
2 (Sekretans Tim)
a
b
3 (Anggota Tim)
a
b dst,

Kepada tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas
dibenkan honoiarium sesuai Kedudukannya dalam tim
dengan tetap mendasarkan pada Kketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

Apabila dipandang perlu, tim perencana, tim pelaksana, dan
tim pengawas clapat merekiut tenaga narasumber/
mstruktur/tenaga ahli dari instansi atau kelompok
masyarakat >ang dianggap memiliki kompetensi di
bidangnya  sesuai kegiatan swakelola yang akan

diselenggarakan
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Ternbusan Keput

1
2

Masa tugas tim peiencana tun pelaksana dan tim pengawas
kegiatan swakelola selama ( ) bulan dan atau dinyatakan
berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud
selesai dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan
akhir,

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan im
dibebankan pada anggaran kegiatan satuan
kerja tahun anggaran

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalarn penetapan an aiean diadakan peibaikan

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal

i-ejabat Pembuat Komitmen

NIP

usan im disarnpaikan kepaua Vth

dst.
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LdiilDiicUi Il 2 KERANGKA ACUAN KESJA PEKERJAAN KONSTRUKSI

KERANGKA ACUAN KERJA

Pdket Pekerjaan

(namapaketpekerjaan) *)

Tahuii Axiggaiciii 20

Catalan

*) dusi oleh tim perencana
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non n . A a 1a VI T/TAn TA
AN /1VANUNIN  IVILrIrUAY

LATAR BELAKANG

Aol N
TUJUAN

h INTuvitv. utw-v
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5 SUMBER
PENDANAAN

6 LINGKUP, LOKASI
KEGIATAN, DATA
DAN FASILITAS
PENUNJANG SERTA
ALIH PENGETAHUAN

A

*)
MdKIsUU

”)
Tujuan

*)
1 1
2 ”)
3 *)
4 dst *)
(Dusz oleh tim perencana, contohnya pejabat
pembuat komitmen kegiatan penyusunan
penyempumaan aiau  pengkajian  peraturan
perundutig-undangan  satuuri kerja baduti
pengembangan sumber daya manusia)
Untuk pelaksanaan kegiatan mi diperlukan
biaya lebih kurang Rp

i icificdvsur MmN Liudictyai
APBD Tahun Anggaran 20 *
a Lmgkup Kegiatan
Lmgkup kegiatan mi, adalah
1) %)
2) |

3) dst *)
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b Lokasi kcgidtan

Kegiatan swakelola ini hams dilaksanakan di

Kecamatan Kabupaten

Pemalang
¢ Data dari Fasilitas Penunjang (jika diperlukan)

1) Penyeuiaan oieh Pejabat Pembuat Komitmen

Data dan fasilitas yang disediakan oleh

pejabat pembuat komitmen yang dapat

digunakan dan hams dipelihara oleh tim

swakelola atau penyedia jasa/penyedia jasa

peiseorangan (jma adai

a) Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil
studi terdahulu serta fotografi (jika ada)
(Nyatakan jika ada laporan dan
aatal/uisiansi yang dupai dipakui sebagai
referensi oleh tun swakelola atau penyedia
jasal/penyedia jasa perseorangan (jika ada)

b) Akomodasi dan Ruangan Kantor
(Jelaskan dan nyatakan apakah ada
urtomodust dun ruangan kantor yang ukan
disediakan oleh pejabatpembuat komitmen
Misalnya ruangan kantor luas/ukurannya
dan keadaannya, atau harus disediakan
oleh  tun swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan (jika ada)
dengan cara sewa)

c) Staf Pengawas/Pendamping
(Pejabat pembuat komitmen dapat
mengangkat petugas atau wakilnya yang
bemndan sebagai. pengawas atau
pendamping (counterpart), atau project
officer (PO) dalam rangka pelaksanaan

swakelola)
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PENDEKATAN DAN
METODOLOGI/METO
DE PELAKSANAAN/
SPESIFIKASI TEKNIS

8 JANGKAWAKTU
PELAKSANAAN

d) Fas)litas yang disediakan oleh pejabat
pembuat komitmen yang dapat digunakan
oleh tim  swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan (]ika ada)
(Cantu.rnkan nama dan jumlah barang
tersebatCi

2) Penyediaan oleh tim swakelola atau penyedia
jasa/ penyedia jasa perseorangan

Tun swakelola atau penyedia jasa/penyedia

jasa perseorangan haras menyediakan dan

merneuhaia sernua I'asilitas dan peralatan
yang dipergunakan untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan

(Cantumkan nama dan jumlah barang-barang

yang harus disediakan oleh tim swakelola

atau penyedia jasal/penyedia jasa
perseorangan dan tetapkanjuga apakah harus
dibeli atas nama Pejabat Pembuat Komitmen

atau harus dengan cara sewa)

d Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perm oleh pejabat pembuat
komitmen, tim swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan harus
mengadakan pelatihan, kursus smgkat, diskusi,
dan seminar terkait  dengan substansi
pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih
pengetahuan kepada staf di Imgkungan

orgamsast pejabat pembuat komitmen

*)
")
”)

Jangka  waktu pelaksanaan kegiatan mi

diperkirakan ( ri bulan
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9 TENAGA AHLI

10 KELUARAN

11 LAPORAN

Tenaga atill yang diperlmcan untuk meiaksanakan
pekerjaan mi adalah tenaga ahli
*) tenaga ahli yang disyaratkan

adalah Sarjana *) Strata
* (S ) lulusan universitas/pergururan tmggi

negeri atau yang disamakan yang berpengalaman

meiaksanakan pekerjaan di bidang *)

subbidang *) Sekurang-

kurangnya ( ) tahun *

Keluaran yang dihasiikan dan pelaksanaan

pekerjaan ini adalah
*)

Jems laporan yang harus diserahkan kepada
pejabat pembuat komitmen adalah

a Laporan bulanan

b Laporan realisast peketjaan

¢ Laporan pengawasan dan evaluasi

d Laporan khusus fjika diperlukan)

Laporan bulanan harus diserahkan setiap akhir
bulan sejak SPMK eliterbitkan sebanvak

( )*) buku laporan dan CD bensi seluruh
laporan termasuk summary  report

( ) *) buah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP
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Lampiran Il 3 GAMBAR RENCANA

Contoh Gambar A1/ A3

PPK LOKASI

GAMBAR

DIGAMBAR DIRENCANA DIPERIKSA DISETUJUI rTAHUNN
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Lampiran Il 4 JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

K/L/D/
Satker
Pekerjaan
Tahun

KONSTRIJKSI DALAM BULAN
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME BOBOT SEPTEMBER 200X OKTOBER 200X NOVEMBER 200X DESEMBER 200X
(%> MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE
1 2 3 4 5 | I U] v | I U] iv | I 1l A% | I 1}

1

5 /
6
/
7
8
10

11

12
RENCANA
KUMULATIF RENCANA
REAL1ISASI

Mengetahui, Menyetujui,

Pengawas Pejabat Pembuat Komitmen

NIP NIP
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Lampiran Il 5 JADWAL PENGADAAN BAHAN, TENAGA KERJA, DAN PERALATAN

SKPD Pekerjaan
KEGIATAN Tahun Anggaran
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Lampiran I 6 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan
Pekerjaan
Tahun Anggaran

nN WKAAN
I Bahan

I Tenaga

Il Peralatan

KUAINiiiAb

MAKUARAIUAIN

Total

JumlaH



http://jdih.pemalangkab.go.id/

Lampiran Il 7 SK PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN
SATUAN KERJA

NOMOR

TN A u

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN SWAKELOLA

KEGIATAN
SKPD
TAHUN ANGGARAN
Memmbang a Bahwa wualam xangka pelaksanaan kegiatan swakelola

Mengmgat

1

.SKPD . Tahun Anggaran

, telah diprcgramkan kegiatan
Bahwa pejabat di bawah mi dipandang mampu dan
mernenuhi svaiat untuk dituajuk dan diangkat sebagai
pejabat pengadaan pada Satuan Kerja
di Imgkungan ,

Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pembahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah,

Keputusan

dst
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MEMUT"SKAN

Menetapkan
KESATU Mengangkat Pejabat Pengadaan
di Lmgkungan Satuan Kerja
dengan susunan sebagai benkut
No NAMA NIP KETERANGAN
1
KEDUA Tugas dan tanggung jawab pejabat pengadaan sebagai
benkut

1 menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
2 menetapkan dokumen pengadaan,
3 mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
website K/L/D/I masmg-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat,
4 memlai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi,
5 melakukan evaluasi adrnimstrasi, tekms, dan harga
terhadap penawaran yang rnasuk,
6 menetapkan penyedia barang/jasa untuk
i Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung
untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tmggi
Rp200 000 000 (dua ratus juta rupiah), atau

li  Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang
bernilai paling tmggi Rp50 000 000 (lima puluh juta
rupiah),

7 menyampaikan hasil pemilihan dan sahnan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK,

8 menyerahkan dokumen ash pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PA/KPA,

9 membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada
PA/KPA,

IOmemberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA

11 mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau
perubahan  spesifikasi tekms pekerjaan apabila
dianggap perlu
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

1 Pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran di masmg-masing kegiatan

2 Pejabat pengadaan segera melaksanakan tugasnya
setelah surai keputusan mi dmeluarkan

3 Tugas pejabat pengadaan berakhir pada saat
kontrak/surat perjanjian kerja ditandatangani oleh
kedua belah pxhak

Kepada pejabat pengadaan dibenkan honorarium sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan
mi dibebankan pada Anggaran Kegiatan

Satuan Kerja , SKPD Tahun
Anggaran :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian han terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

Kepala

NIP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1

cist
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Lammran Il 8 LAPORAN HASIL PENGUKURAN ULANG

NAMA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN HASIL PENGUKURAN ULANG
SKPD
TGLPENGUKURAN
KEGIATAN

PEKERJAAN
LOKASI

NO URAIAN HASIL PENGUKURAN KETERANGAN

TIM PELAKSANA

Ni?
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Lampiran Il 9 SURAT PENGAJUAN KEBUTUHAN BAHAN/MATERIAL, TENAGA
KERJA, DAN PERALATAN

KOP SURAT
Nomor
Lampiran
Kepada Yth
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan
di
Penhal Permohonan Pengaiuan Kebutuhan Bahan/Material, Tenaga
Kena, dan Peralatan

Bersama mi disampaikan banwa untuk mendukung

kebutuhan untuk pekerjaan pada Kegiatan

, pada Tahun Anggaran , kami mohon bantuan kiranya
kami dapat merealisasikan pengadaan sebagai benkut

NO NAMVA SATUAN VOLUME KET

1 Bahan/ Material

2 Tenaga Kerja

3 Peralatan

Demikian atas bantuannya, kami ucapkan tenma kasih

Tim Felaksana Swakelola

Kegiatan
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Lampiran Il 10 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN/MATERIAL, TENAGA KERJA, DAN PERALATAN

KOP SURAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN/MATERIAL, TENAGA KERJA, DAN PERALATAN
SKPD
Kegiatan
Pekerjaan

Tahun Anggaran

TENAGA KERJA BAHAN/MATERIAL ALAT
No Keahlian Jumlah Tanggal Jems Jumlah Jumlah Jumlah  Jems Jumlah Penanggung
(orang)  Penenmaan Bahan/ yang yang yang Jawab
M aterial drterima ditolak dipakai

1 Pelaksana

2 Tukang Besi
Tukang Batu
Tukang kayu

Operator
6 Pembantu

Operator
7 Pekerja
8
9
10

Pengawas Pekerjaan Pelaksana Pekerjaan
( (

NIP NIP
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Lampiran Il 11 LAPORAN HARIAN

LAPORAN HARIAN

Hari ke -
Han/Tanggal
Pekerjaan
TENAGA KERJA BAHAN ALAT
NO
Keahlian Jumlah Jems Jumlah  Jumlah Jumlah  Sisa Jems Jumlah
(orang) yang yang yang yang
Datang Ditenma Dilolak Dipakai
1 Pelaksana
2 Tukang Besi
Tukang Batu
4 Tukang kayu
Operator
G Pembantu
Operator
7 Pekerja
8
9
10 L
V CUACA VI JAM KERJA Vil JAM KERJA EFEKTIF
Pengawas Swakelola
( ) (
NIP NIP

PEKERJAAN YANG
DIKERJAKAN HARI
INI KET
Jems Pekerjaan

Pelaksana Swakelola
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Lampiran Il 12 LAPORAN MINGGUAN

LAPORAN MINGGUAN

Kemajuan Pekerjaan

Minggu ke -
TARGET HASIL PELAKSANAAN
S D MINGGU LALU DALAM MINGGU INI  £1D MINGGU INI
NO URAIAN
VOLUME BOBOT VOLUME BOBOT  VOLUME BOBOT VOLUME BOBOT
(*9 *9 (Y9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengawas Swakelola, Pelaksana Swakelola,

NIP NIP

KETERANGAN

11
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Lamoiran Il 13 LAPORAN BULANAN

BAHAN
TKINKMURA (76}
REALISASI (%)
DEVIASI (%)

TENAGA KERJA
ITHY ARTA JoN
REALISASI (%)
DEVIASI (%)

ALAT
BARAMA (W)
REALISASI (%9
DEVIASI (%)

FISIK
RENCANA (%)
REALISASI (%)
DEVIASI (%)

KEUANGAN
RENCANA (%)
REALISASI (%)
DEVIASI (%)

REKOMENDASI

LAPORAN BULANAN

mingguTT MINGGU Il

MINGGU I

MINGGU |

MINGGU I

MINGGU I

MINGGU I

MINGGU i

MINGGU 11

MINGGU I

MINGGU 1l

MINGGU 11l

MINGGU il

MINGGU 11l

MINGGU 1l

MINGGU IV

MINGGU IV

MINGGU IV

MINGGU IV

MINGGU IV

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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[Kop Surat Unit Kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA UNIT KERJA
ISPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK

Halaman dan

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
FUNveAl, AA TN TATMUDUTING
NOMOR DAN TANGGAL 3ERITA ACARA HASIL
PAKET PEKERJAAN PENGADAANLANGSUNG
SPK irn mulai oerlaku elektif terJutung sejak
tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian
k/\<es/e\lurulhan pekerjaan sebagaimana diatur
uamm: g)ll// uu
SUMBER DANA (sebagai contoh, cantumkan “dibebankan atas DIPA
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN L ) han
kaiender/bulan/tahun

NILAI PEKERJAAN

Uraian PR Satuan Harga satuan Total (Rp)
M Pekerjaan KITSUtitw-S Ukuran (Rp)

~imio,,

PPN 10%

Nilai
TERBILANG

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
rim prin e, M0, E19J o.Mk kon av Tahavivara ARG I IVQ D Wy a PR ROSMEES RGO Fa RTATEXL
Terima Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dan nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap han keterlambatan
ftentukan dasar pengenaan denda yaitu total atau bagian SPKJ

Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia,
ftnnrin tnnnnn Ann rrm (nkn [Trrndn tnnnnn Pnn rnn tnkn_<znhr\nn n<zh
sahnan ash ini untuk Penyedia im untukproyek/Unit Kerja Pejabat
maka rekatkan materai Rp6 000,- Pembuat Komitmen maka rekatkan
] materai Rp6 000.-)]
fnama lengkap/ fnama lengkap]

[jabatan] /jabatan]
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi
tekms, dan harga yang tercantum dalam SPK

HUKUM YANG BERLAKU

infprnrptQQiI  Han aVcan>»-3n mi HiHaQarlrcm Irpnarla

hukum Republik Indonesia

HARGA SPK

a

b

c

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam
SPK sebesar harga SPK

Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan
biaya overhead serta biaya asuransi (jika dipersyaratkan)

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian vane tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga

HAK KEPEMILIKAN

a

b

PPK berhak atas kepemihkan semua barang/bahan yang terkait
langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang dibenkan
oleh penyedia kepada PPK Jika dimmta oleh PPK, penyedia
berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum vyang
berlaku

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan
oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus
dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak
diperlukan lagi oleh penyedia Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat dibenkan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang
wajar

CACAT MUTU

PPK akan memenksa setiap hash pekerjaan penyedia dan
membemahukan secara tertuhs penyedia aids seuap cacat mutu yang
ditemukan PPK dapat memenntahkan penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap
oleh PPK mengandung cacat mutu Penyedia beitanggung jawab atas
cacat mutu seiama b (enam) bulan seteiah serah tenma hash pekerjaan
PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retnbusi,
UEH Vi i 1eutl yetig Ban JeicE (iR RAESLET uT Wi T2y 1o iIasR i
atas pelaksanaan SPK Semua pengeluaran perpajakan mi dianggap
telah termasuk dalam harga SPK

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalinkan dan/atau menvubkontrakkan
sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis
untuk bagian pekerjaan tertentu Pengalihan seluruh pekerjaan hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat

peleburan (merger) atau akibat lamnya




http://jdih.pemalangkab.go.id/

10

a

b

TAOWAT
x'X307 v*'x 1u

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para
pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP

Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang
tercantum dalam SP

Penyedia harus menyelesaikan pekeriaan sesuai jadwal yang
Hitentijkan

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia

telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, PPK dapat

melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan

adendum SPK

ASURANSI
a Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak

SP sampai tanggal selesainya pemeiinaraan untuk

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai nsiko tinggi
terjadmya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk
pelaksanaan pekerjaan, atas segala nsiko terhadap kecelakaan,
kerusakan, kehilangan, dan nsiko lam yang tidak dapat diduga,

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya, dan

b Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan

teimasuk dalam harga SPK

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a

Penyedia berkewajiban wuntuk melmdungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK oeserta mstansmya ternadap semua

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemenksaan hukum,

dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserca mstansmya (kecuali

kerugian yang mendasari tuntutan tksrsefcut disebabkan kesalahan

atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dan

hal-hal benkut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal

penandatanganan benta acara penyerahan aJkhir

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan
personel,

2) cidera tubuh, sakit atau kernetian personel,

3) kenuangan atau Kerusakan narta oencia, clan cidera tuouh, sakit
atau kematian pihak ketiga,

b Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penandatanganan

Ay Qu-re pemyrieiear S, iGN LGRY M LIRS Ix 8 dR.d
kerusakan Hasil pekerjaan mi, bahan dan perlengkapan merupakan
nsiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK

Pcrtaiiggungan aSuUrciiiSi Vcing uiiluiiki. oleh pCiiycdici tidak lilCiiibcttaSi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan

penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut teriadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia
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PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemenksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia Apabila
diperlukan, PPK dapat memenntahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia

PENGUJIAN

Jika PPK atau pengawas pekerjaan memenntahkan penyedia untuk

melakukan pengujian cacat matu yang tidak tercantum dalam

spesilikasi tekms dan gambar dan hasil uji coba menunjukkan adanya

cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya

pengujian tersebut Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu, uji coba

tersebut dianggap sebagai penstiwa kompensasi

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk
menetapkan volume pekerjaan aian kegiatan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekeijaan Hasix pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan

b Untuk merekam Kkegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat
menugasKan pejaoat peneruna nasi! peicerjaan membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk
MGG chociriean LT e e et ey Losl e
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalaxxi bP

b Jika pekerjaan tidak selesai jiada tanggal penyelesaian bukan akibat
keadaan kahar atau penstiwa kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian penyedia, penyedia dikenakan clenda

c Jika Keterlambatan tersebot semata-mata disenabkan oleh penstiwra
kompensasi, PPK dikenakan kewajiban pembavaran ganti rugi Denda
atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati
AR BRI TGO IeH v I RINIRRRST

d Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan mi adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a oclcicui  uekexictetkd aclesai iuuso  isexaius  pexseili, 06xvedict
mengajukan permmtaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan

b Dalam rangka pemlaian hasil pekeijaan, PPK menugaskan pejabat
penenma hasil pekerjaan

c Pejabat penenma hasil pekeijaan melakukan pemlaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia Apabila terdapat
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wajib memperbaiki/menyelesaikannj'a atas perintah PPK

PPK menenma penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentnan SPK dan diterima
oleh pejabat penenma hasil pekerjaan

Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dan harga SPK
dan penyedia hams menyerahkan Sertiilkat Garansi sebesar 5% (lima
nersenl dan hama SPK

16 JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a Penyedia dengan jaminan pabnkan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamm bahwa selama penggunaan secara
wajar oleh PPK, barang tidak mengandung cacat mutu yang
disebabkan oleh tmdakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu
akibat desam, bahan, dan cara kerja

b Jaminan bebas cacat mutu mi oerlaKu sampai 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang

¢ PPK akan menyampaikan pembentahuan cacat mutu kepada
penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa
layanan purnajual

d Terhadap pembentahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia
berkewajiban untuk mempeibaiki atau rnengganti Baiang dalarn
jangka waktu yang ditetapkan dalarn pembentahuan tersebut

e Jika penyedia tidak memperbaiki atau rnengganti barang akibat cacat
mutu dalarn jangka waktu yang aitentukan, PPK akan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan
perbaikan tersebut Penyedia berkewajiban untuk membayrar biaya

AR EA A rrasa e iRGSG AN g

diajukan secara tertulis oleh PPK Biaya tersebut dapat dipotong oleh
PPK dan mlai tagihan penyedia

f Terlepas dan kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan
penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalarn daftar hitam

17 PERUBAHAN SPK
a SPK nanya dapat diubah m”iaiui adencium SPK
b Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,
meliputi
I) pembahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan
oleh para pihak dalarn SPK sehmgga mengubah Imgkup pekerjaan
dalarn SPK,

2! perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan
pekerjaan,
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan
dan/atau pembahan pelaksanaan pekerjaan
¢ Untuk kepentmgan pembahan SPK, PA/KPA dapat membentuk
pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak atas usul PPK
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Peristiwa kompensasi dapat dibenkan kepada penyedia dalam hal

sebagai benkut

1) PPK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan
pekerjaan,

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia,

3) PPK tidak membenkan gambar-gambar, spesiflkasi, dan/atau
msimksi- ~ laHwai xan@mnnhihkan 7

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5) PPK mengmstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan,

6) PPK memermtahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan,

7) PPK memermtahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya aan diseoabkan oien PPK,

8) ketentuan lam dalam SPK

Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan

dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PPK berkewajiban

untuk membayar ganti rugi dan/atau membenkan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang

dan perhitungan kompensasi >aug diajukan cieh penyedia kepada

PPK, dapat dibuktikan kei ugian iiyata akibat peustiwa kompensasi

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan

jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oieh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jj-ka penjrcdia gagal atau lalai untuk

membenkan penngatan dun dalam menganUsipasi atau mengatasi
dampak peristiwa kompensasi

PERPANJANGAN WAKTU
a Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan

akan melampaui tanggal penyelesaian, penyedia berhak untuk
memmta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data
penunjang PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan
memperpanjang tanggal penyeie”a'sn pekerjaan secara tertulis
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum spkjika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a Penghenuaii SPK dapat dilakukan kaicna pekerjaan sudah selesai

atau terjadi keadaan kahar

b Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk
pekerjaan mi Bahan dan perlengkapan mi harus diserahkan oleh

____penyedia kepada PPK, dan selanjutnya memadi hak milik PPK,
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sementara dan peralatan,

3) biaya langsung demobilisasi personel

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak

PPK

Menyimpang dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, pemutusan SPK rnelalui pembentahuan tertulis

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya clalam jangka waktu yang telah
ditetapkan,

2) penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan.

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan)
ban dan penghentian mi tidait tercantum dalam program mutu
serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan,

4) penyedia berada dalam keadaan pailit,

5) penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK,

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dan harga SPK dan
PPK memlai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan
sisa pekerjaan,

7) Pengawas pekerjaan memermtahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan permtah tersebut
tidak ditank selama 28 (dua puiuh deiapian) ban,

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK,

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh mstansi
yang berwenang, dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persamgan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dmyatakan benar oleh mstansi yang berwenang

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia

1) penyedia membayar denda, dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat

penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran

persamgan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, PPK dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

21 PEMBAYARAN
a pembayaran prestasi hash pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh

PPK, dengan ketentuan

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan
hasil pekerjaan,

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem
termin/pembayaran secara sekahgus],

3) pembayaran harus dipotong denda (pka ada) dan pajak ,
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(seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pekerjaan
diterbitkan

¢ PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) han kerja setelah pengajuan
permmtaan pembayaran dan penyedia hams sudah mengajukan
surat permmtaan pembayaran kepada Pejabat penandatangan surat
penntah membayar (PPSPM)

d .llka terdapat ketidaksemiaian dalam nerhitnnpan anpsnran tidak

akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran PPK dapat
memmta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengenvampmagkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan
DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi fmansial berupa denda
sebagai akibat wanprestasi atau ciaerajanji terhadap kewajiban-
kewajiban penyedia dalam SPK mi PPK mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara dama, serriua perselisihan yang timbul dan atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan
negen dalam wilayah hukum Republik Indonesia

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjarmn bahwa tidak satu pun personel Unit Kerja PPK telah
LI G aco A EEE Wt &g 3 SO R i Ludly 20 PMMTTe bark
langsung maupun tidak langsurig dan SPK ini Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat 111z merupakan pelanggaran yang mendasar
terhadap SPK mi
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Lampiran Il 15 KONTRAK/PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/BAHAN
KOP SURAT

SURAT PERUANJ]AN
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
Nomor

(Jika penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan
sebagai benkut)
Surat perjanjian ini benkut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani d i , pada han :
tanggal__, bulan , tahun (tanggal, bulan, dan tahuri
dnsi dengan huruf) antara (nama Pejabat Pembuat Komitmen),

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
(nama Unit Kerja Pejabat Pembuat Komitmen), yang berkedudukan

di (alamat Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan Surat
Keputusan (pejabat yang menandatangani SK penetapan
sebagai PPK) N o (No SK penetapan sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen) (selanjutnya d.sebut ‘PPK’jdan (nama Wakil
Penyedia), (Jabatan wakil Penyedia), yang bertindak untuk dan
atas nama (nama Penyedia), yang berkedudukan di

(alamat Penyedia), berdasarkan Akta Notaris No __ (No akta notans)
tanggal (tanggal penerbitan akia) yang dikeluarkan oleh Notaris

(nama Notans penerbit Akta) (selanjutnya disebut “Penyedia”)

(Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat
pembukaan/kompansi sebagai benkut}
Surat perjanjian mi benkut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di , pada han :
tanggal _, bulan , tahun , (tanggal, bulan dan tahun
dusi dengan huruf) antara (nama Pejabat Pembuat Komitmen),

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
(nama Unit Kerja Pejabat Pembuat Komitmen), yang berkedudukan

di (alamat Pejabai Pembuat Komurnen), berdasarkan Surai
Keputusan (pejabat yang menandatangani SK penetapan
sebagai PPK) N o (No SK penetapan sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen) (selanjutnya disebut “PPK”) dan kemitraan/KSO yang
beranggotakan sebagai benkut

1 (nama Penyedia 1),
2 (nama Penyedia 2),

yang masmg-masmg anggotanya bertanggung jawab secara pnbadi dan
tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak
mi dan telah menunjuk (nama anggota kemitraan yang ditunjuk
sebagai wakil kemitraan/KSO) untuk bertindak atas nama Kemitraan yang
berkedudukan di (alamat penyedia wakil kemitraan), berdasarkan
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surat perjanjian kemitraan/KSO No tanggal
(selanjutnya disebut “Penyedia”)
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MENGINGAT BAHWA
PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana
diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam
Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”),
Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, personel, dan sumber daya tekms, serta telah menyetujui
untuk menyediakan barang sesuat dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak mi,
PPK dan Penyedia menyatakan memiliki  kewenangan untuk
menandatangam Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili,
PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak mi masing-masing pihak
1 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampmgi oleh
advokat,
2 menandatangam Kontrak im setelah meneliL secara patut,
3 telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak mi,
4 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memenksa dan
mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait

Oleh karena Itu, PPK dan Penyedia dengan im bersepakat dan menyetujui
hal-hal sebagai benkut

1

(Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan
lump sum dituhs sebagai benkutj

Total harga Kontrak atau mlai Kontrak termasuk pajak pertambahan
mlai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
adalah sebesar Rp ( rupiah),”]

(Untuk kontrak lump sum ditulis sebagai benkut)

Total harga Kontrak atau mlai Kontrak termasuk pajak pertambahan
mlai (PPN) adalah sebesar Rp _ _ I ¢ rupiah),”]

Istilah dan ungkapan dalam surat perjanjian im memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat
perjanjian ini,

Dokumen-dokumen benkut merupakan satu-kesatuan dan bagian
yang Udak tcrpisahkan dan Kontrak jiu

a adendum surat perjanjian,

pokok perjanjian,

surat penawaran,

daftar kuantitas dan harga, (jika ada).

syarat-syarat khusus Kontrak,

syarat-syarat umum Kontrak,

spesifikasi khusus,

spesifikasi umum,

gambar-gambar, dan

dokumen lamnya seperti jaminan-jarmnan, SPPBJ, BAHP, dan
BAPP

— 0o KQ —hD® QO O T

N
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4 Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lam
Jika terjadi pertentangan antara Ketentuan dalarn suatu dokumen dan
ketentuan dalam dokumen yang lam, yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada
angka 3 di atas,

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dmyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnya
a PPK mempunyai hak dan kewajiban unink

1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia,

u mermnta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh Penyedia,

in membenkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak,

iv membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia,

b Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk

i menenma pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak,

n meminta fasilitas-fasiktas dalam bentuk sarana dan prasarana
dan PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak,

m melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara penodik kepada PPK,

iv. melaksanakan dan menyeiesaxkan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak,

v melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh ranggung jawab dengan menyeaiakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dan
lapangan, dan segala pekerjaan permanen ataupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan
perbaikan pekerjaan yang dirmci dalam Kontrak,

vi membenkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemenksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK,

vii 11iCiiy culiveu.+ iicioii pArvvijcidii oi/C>uai U bii*an jauw cu PVAiiy\riciticin
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak,
vm mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk

melmdungi Imgkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat atau miliknya akibat
kegiatan Penyedia

6 Kontrak mi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan dalam syarat-syarat umum/knusus Kontrak dengan tanggai
mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam syarat-syarat umum/khusus Kontrak

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangam Kontrak mi pada tanggal tersebut di atas dan
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melaksanakan Kontrak sesuai ciengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di Repubiik Indonesia

Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia/Kemitraan (KSO)
[tanda tangan dan cap (jika salinan

ash ini untuk Penyedia maka [tanda tangan dan cap (jika salinan

rekatkan materai Rp6 000, -)] ash ini untuk Unit Kerja PPK maka

rekatkan materai Rp6 000,)]

Inama lengkap] [nama lengkap/
[[abatan] [Jabatan]
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Lampiran Il 16 SURAT PERi{NTAH KERJA (SPK) TENAGA AHLI
PERSEORANGAN

[kop surat K/L/D/1]

SURAT PERINTAH KERJA UNIT KERJA
(SPKj

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Halaman dan
PAKET PEKERJAAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PENGADAAN LANGSUNG*

NuMOKk ijAN iaNGGaL JBXLKIrAaCaRA HaSIL
PENGADAAN LANGSUNG

SUMBER DANA [sebagai contoh, cantumkan ’tbebankan atas DIPA
Tahun Anggaran____ untuk mata anggaran kegaiatan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN _ f ) ban kalender/bulan/tahun
NILAI PEKERJAAN
Biaya Langsung Personel Biaya 1i.<arr;%snuer:g Non- Total
No Kolsr:]igogen Kuantitas Harga Subtotal Kuantitas Harga Subtota A
y (Orang Satuan [jika tidak Satuan
Bulan) RP) (Rp) lump-sum.]  (Rp) | (Rp)
Jum ah
PPN 10%
NILAI
Terbilang

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI
Penagihan hanya dapat dilakukan setelab penyelesaian pekeijaan yang
dipenntahkan dalaxn SPK mi dan basil pekerjaan tersehut dapat ditenma secara
memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biaya langsung personel dihitung
berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan | (satu) Orang Bulan sama dengan
( _) hari dan 1 (satu) hari sama dengan _ ( )jam Selam tunduk
kepada ketentuan dalam SPK mi, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
mematuhi Standar Ketentuan dan Svarat Umum SPK terlampir
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen Konsultansi

[tanda tangan dan cap (jika salmon ash ini
untuk Penyedia Jasa Konsultansi, rekatkan [tanda tangan dan cap (jika salinan
materai Rpo 000,-}] asn ini untukUmt Kerja Pejabat
Pembuat Komitmen, rekatkan materai
Rp6 000,-)]
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STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi
tekms dan harga sesuai SPK
HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, mterpretasi, dan pelaksanaan SPK mi didasarkan kepada
hukum Republik Indonesia
PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK mi bertanggung jawab penuh terhadap
personel serta pekerjaan yang dilakukan
HARGA SPK
a PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam
SPK sebesar harga SPK
b Harga SPK teiah memperhitungkan Keuntungan, beban pajak, dan
biaya overhead serta biaya asuransi
¢ Rmcian harga SPK sesuai dengan rmcian yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak
gabungan harga satuan dan lump sum)
HAK KEPEMILIKAN
PPK berhak atas kepemilikan serriua barang/bahan yang terkait langsung
atau aiseaiakan sehubungan dengan jasa yang dibenkan oleh penyedia
jasa konsultansi kepada PPK Jika dimmta oleh PPK, penyedia jasa
konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan
hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh
PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan
kcpetcLei PPK pada saat SPK bcraktnr atau jika tidak diperlukan lagi oleh
penyedia jasa konsultansi Semua peralatan tersebut hams dikembalikan
dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia jasa
konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar
JADWAL
a SPK mi berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para
pihak atau pada tanggal }ang ditetapkan dalam SPMK
b Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang
tercantum dalam SPMK
¢ Penyedia hams menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang
ditentukan
d Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia
teiah melaporkan Kkejadian tersebut kepada PPK, PPK dapat
rnelakukan penjadwalan kembaii pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK
ASURANSI
a Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak
SPMK sampai tanggal selesainya petneliharaan untuk
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2 Moty ok BSmabbac JONS WSS AW CRIRBA
terjadmya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pekerja untuk
pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan,
kerusakan, kehilangan serta risiko lam yang tidak dapat diduga,

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya, dan

b Besarnya asuransi sudah diperhxtungkan dalam penawaran dan
termasuk dalam harga SPK

8 PEMUTUSAN

Menyimpang dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, PPK dapat memutuskan SPK mi dengan pemberitahuan tertulis

kepada penyediajasa konsultansi

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan

pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan

atau kelalaian penyedia jasa konsultansi, penyedia jasa konsultansi
berhak atas pembayaran pekerjaan secara pio rata sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang dapat ditenma oleh PPK

9 PENUGASAN PERSONEL

Penyedia jasa konsultansi tidak dipeibolehkan menugaskan personel

selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan

pekerjaan berdasarkan SPK mi

10 PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a Penyedia berkewajiban untuk melmdung*, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beserta mstansxnya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemenksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta mstansmya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan
atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dan
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mula_ kerja sampai tanggal
penandatanganan benta acara penyerahan akhir
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan

personel,

2) cidera tubuh, sakit atau kematian personel,

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga,

b Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penandatanganan
benta acara penyerahan awai, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan mi, bahan dan perlengkapan merupakan
risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK

c Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat mi

11 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN '

"V oerwenang meidkKUKan pengawasan dan perneriKsaan rernauap

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia Apabila

diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemenksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
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Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk

menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan

guna pembayaran hasil pekerjaan Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan

Untuk kepentmgan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan

dicatat dalam buku hanan sebagai Dahan laporan harian pekerjaan

yang bensi rencana dan realisasi pekerjaan harian

Laporan harian bensi

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya,

2)jems, jumlah dan kondisi peralatan,

3) jems dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan,

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan penstiwa alam lamnya
yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dan

5) catatan-catatan lam yang berkenaan dengan pelaksanaan

laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan dipenksa

oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK

Laporan mmgguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan bensi

hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam penode satu minggu, serta hal-

hal pentmg yang perlu ditonjolkan

Laporan bulanan terdiri dan rangkuman laporan mmgguan dan bensi

hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam penode satu bulan, serta hal-

hal pentmg yang perlu ditonjolkan

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto

dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

13 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a

d

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk
memulai pelaksanaan pekerjasn pada tanggal mulai kerja dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam spmk

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat
keadaan kahar atau peristiwva kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Penstiwa
Kompensasi, PPK dikenakan kewajib?n pembayaran ganti rugi Denda
atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati
oleh para pihak untuk diperpanjang

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan mi adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan

14 SERAH TERIMA PEKERJAAN

a

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia
mengajukan perrmnlaan Secara lertuhs kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan

Dalam rangka pemlaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat
Penenma Hasil Pekerjaan

Pejabat penenma hasil pekerjaan melakukan pemlaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
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PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan ditenma
oleh pejabat penenma hasil pckenaan
Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) setelah
pekerjaan selesai
15 PERPAJAKAN
Penj”edia jasa konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retnbusi, dan pungutan lam jrang dibebankan oleh hukum yang
berlaku atas pelaksanaan SPK Semua pengeluaran perpajakan mi
dianggap telah termasuk dalam nilai SPK
16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk berupaya
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbui dan atau berhubungan dengan SPK mi atau mterpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan mi Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah, perselisihan akan diselesaikan
melalui pengadilan negen dalam wilayah hukum Republik Indonesia

17 PERUBAHAN SPK
a SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK
b Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para
pihak, meliputi
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam SPK, sehmgga mengubah
Imgkup pekerjaan dalam SPK,
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan,

- n iVsn Vin -r» V* A<=\ . _ tVsn 1n
Vi PV LASELOEIS SOREL. v oas—(CllL o-ainva. ~ 1

dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan
c Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK
18 PERPANJANGAN WAKTU
a Jika terjadi Penstiwa Kompensasi, sehmgga penyelesaian pekerjaan
akan melampaui tanggal penyelesaian, penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data
penunjang PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan
memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK
b PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia
19 PERISTIWA KOMPENSASI

a Penstiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal
sebagai benkut

1) PPK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan
pekerjaan,

2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia,

3) PPK tidak membenkan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau

(@fad]
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4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5 PPK mengmstruksikan kepada pihak petiyedia untuk melakukan
penguuan tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan,

6) PPK memenntahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan,

7) PPK memenntahkan untuk mengatasi kondtsi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK,

8) Ketentuan lam dalam SPK
Jika penstiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan
dan/atau keterlambatan penvelesaian pekerjaan, PPK berkewajiban
untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang

dan perhitungan kompensasi yang diajuKan oleh penyedia kepada

PPK, dapat dibuktikan kerugxan nyata akibat penstiwa kompensasi

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan

jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat penstiwa kompensasi

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal aiau lalai umuk

memberikan permgatan dim dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Penstiwa Kompensasi

20 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai

C
d

atau terjadi keadaan kahar

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai,

termasuk

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk
pekerjaan ini Bahan dan perlengkapan iru harus diserahkan oleh
penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK,

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan
sementara dan peralatan,

3) biaya langsung demobilisasi personel

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK

Menyimpang dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, pemutusan SPK melalui pembentahuan tertulis dapat

dilakukan apabila

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
dite Lapkan,

2) penyedia berada dalam keadaan pailit,

3) denda keterlambatan pelaksanaan pekeijaan akibat kesalahan
penyedia sudah melampaui 5% (lima persen dan harga SPK dan
PPK memlai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan
sisa pekerjaan,

4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembavaran tagihan angsuran
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SPK,

5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
mstansi yang berwenang, dan/atau

6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persamgan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dmyatakan benar oleh mstansi yang berwenang

e Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia
1) penyedia membayar denda, dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam daftar hitam

f Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN, dan/atau pelanggaran
persamgan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, PPK dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perunaang-undangan

21 PEMBAYARAN

a Pembayaran prestasi hash pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
PPK dengan ketentuan
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan
hasil pekerjaan,

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem
termm/pernbuyaran seeara sekaligusj,

3) pembayaran harus dipotong denda (jika ada) dan pajak,

b Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus persen) dan benta acara penyerahan pertama pekerjaan
diterbitkan

¢ PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) han kerja setelah pengajuan
permmtaan pembayaran dan penyedia harus sudah mengajukan
surat permmtaan pembayaran kepada pejabat penandatangan surat
permtah membayar (PPSPM)

d Jika terdapat ketidaksesuaian dalam perintungan angsuran, tidak
akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, PPK dapat
meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampmgkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan

22 DENDA

=\

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi fmansial berupa denda
sebagai akibat wanprestasi atau ciderajanji terhadap kewajiban-
kewajiban penyedia dalam SPK ini PPK mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia

ATTTTATVT VA INT/AFRAATT TT TTywvATmrx Afr
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Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau
menyubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada
penyedia spesialis untuk bag:an pekerjaan tertentu Pengahhan seluruh
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia jasa
konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger)atau akibat lamnya
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24 LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia jasa konsultansi menjamin bahwa tulctk satu pun personel
proyek/unit kerja PPK telah atau akan menenma komisi atau keuntungan
tidak sah lamnya baik langsung rnaupun tidak langsung dan SPK mi
Penyedia jasa konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini
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Lampiran Il 17 KONTRAK/PERJANJIAN TENAGA  AHLI ORANG
PERSEORANGAN

SURAT PERJANJIAN
PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERORANGAN

Nomoi

Surat perjanjian mi benkut semua lampirannya (selanjutnya disebut
“Kontrak”) dibuat dan ditandatangam d i , pada han :
tanggal __, bulan , tahun [ antara ___ [nama Pejabat
Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertmdak
untuk dan atas nama [nama proyek/Unit Kerja Pejabat Pembuat
Komitmen], yang berkedudukan di [alamat Pejabat Pembuat

Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat yang

menandatangam SK penetapan sebagai FPK] N o [nomor SK

penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”) dan [nama
penyedia], sebagai tenaga ahli [posisi tenaga ahh penyedia], yang
bertmdak untuk dan atas nama /Inama penyedia], yang beralamat
di [alamat Penyedia Jasa Konsultansi], berdasarkan kartu
identitas berupa [KFP/SIM/ Paspoi/ identitas lain yang masih
berlaku] No [nomor kartu identitas] (selanjutnya disebut
“Penyedia”)
MEN GINGAT BAHWA
a PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi
sebagaimana diterangkan daiam svarat-svaiat umum Kontrak yang
terlampir daiam Kontrak mi,
b Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, personel, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui
untuk menyediakan jasa konsultansi sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan daiam Kontrak ini
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C

PPK dan penyedia menvatakan memihki kewenangan untuk

menandatangam Kontrak mi, dan yang menandatangani mempunyai

kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili,

PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan

dengan penandatanganan Kontrak mi masing-masing pihak

1

telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampmgi oleh
advokat,

menandatangani Kontrak mi setelah meneliti secara patut,

telah membaca dan memahami secara penuh kerentuan Kontrak mi,
telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memenksa dan
mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak mi beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait

Oleh karena lItu, PPK dan Penyedia dengan mi bersepakat dan menyetujui

hal-hal sebagai benkut

1

(Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan
dan Lumpsum dituhs sebagai benkut I

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rmcian biaya satuan pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Benia Acara Basil Klarifikasi dan
Negosiasi Tekms dan Biaya adalah sebesar Rp

f rupiahl

(Untuk Kontrak Lumpsum dituhs sebagai benkut)

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Benta Acara Hasil Klarifikasi
dan Negosiasi Tekms dan Biaya adalah sebesar Rp

f rupiahl ”

Istilah dan ungkapan dalam Surat Perjanjian mi memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat
Perjanjian mi,

Dokumen-dokumen benkut merupakan satu-kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dan Kontiak ini

a Adendum Surat Perjanjian (jika ada),

b Pokok perjanjian,
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c Surat penawaran berikut data penawaran biava
d Syarat-syarat khusus kontrak,
Syarat-syarat umum kontrak
f Kerangka acuan Kkerja,
g Data teknis selam kerangka acuan Kerja,
h Dokumen-dokumen keiengkapan seieksi yaitu surat jamman

surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan benta-benta acara
seieksi
4 Dokumen Kontrak dibuat untuk salmg menjelaskan satu sama lam
Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dan
ketentuan dalam dokumen yang lain yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tmggi berdasarkan urutan hierarki pada
angka 3 di atas
5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dmyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnya
a Penyedia berkewajiban untuk meiaksanaKan pekeriaan Jasa
Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak, dan
b PPK berkewajiban untuk melakukan pembavaran kepada penyedia
sesuai dengan ketentuan Kontrak
6 Kontrak mi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan
pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus

Kontrak
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Lampiran Il 18 KONT'RAK KERJA ORANG PERSEORANGAN BORONGAN

SURAT PERJANJIAN

Nomor

ANTARA

(dust nama Pejabat Pembuat Komitrnen)

DAN

(dusi nama orang perseorangan borongan)

UNT UK

MELAKSANAKAN LAYANAN JASA

Daiarn RangKa

Surat perjanjian ini dibuat di , pada dan , tanggal
bulan tanun antara

selaku pejabat yangmelakukan tmdakan yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejab.itPembuat Komitrnen)
pada unit kegiatan , Departemen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan selaku

Orang Perseorangan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut
KONTRAK tertanggal

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut “Para Pihak”
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Dengan mi. Para Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam

pasal-pasal benkut
1 TUGAS PIHAK KEDUA

2

a PIHAK KEDUA harus melaksanakan Layanan Jasa
dalam Rangka sesuali dengan  jumlah
waktu dan dilartsanakan di

b PIHAK KEDUA harus melaksanakan Layanan Jasa
dalam Rangka sesuai dengan jumlah volume
pekerjaan yang terdin dart
Han dan tanggal dmiulainya pekerjaan
adalah sampali Apabila PIHAK KEDUA
melaksanakan pekerjaanmelampaui waktu yang telah ditentukan,
maka PIHAK PERTAMA tidak berkewapban wuntuk membenkan
kepada PIHAK KEDUA

¢ Dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA selalu harus
melakukan koordinasi  dengan dan

(sebagai penanggung jawabpaket kegiatan) dan

Unit Kegiatan serta mstansi terkait yang
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan

d PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat
dan penuh tanggung jawab sesuai yang dirinci dalam kontrak

e PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai
ketentuan kontrak sampai diterima dengan kaik oleh PIHAK

PERTAMA

TUGAS PIHAK PERTAMA

a PIHAK PERTAMA wajib menyediakan fasilitas yang disepakati untuk
kelancaran pelaksanaan pekeriaan

b PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan harga kontrak

Pekerjaan borongan yang akan aiiaksanakan semlai

Rp (
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4 Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak
tanggal ditandatangani Surat Permtah Mulai Kerja diterbitkan setelah

Surat Perjanjian ditandatangani

5 Kecualijika disepakati lam oleh Para Pihak, alamat PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA adalah

a Alamat PIHAK PERTAMA

Unit Kegiatan

J1

b Alamat PIHAK KEDUA

J1

Dengan demikian, Para Pihak telah sepakat untuk menandatangam Surat

Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen

Unit Kegiatan

NIP
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Lampiran Il 19 TANDA TERIMA UPAH
KOP SURAT

TANDA TERIMA UPAH
Unit Kerja
Pekerjaan

Tahun Anggaran

JUMLAH TOTAL TANDA
NO NAMA TUGAS UPAH
KEHADIRAN UPAH TANGAN
Mengetahui, Dibayar,
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara

Kegiatan

NIP NIP
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Lampiran Il 20 DAFTAR HADIR
KOP SURAT
DAFTAR HADIR
Unit Kerja
Pekerjaan

Tahun Anggaran

TIDAK TANDA
NO NAMA TUGAS HADIR KET
riFoux' TRINNITRIN

Tim Pelaksana Swakelola

NIP



http://jdih.pemalangkab.go.id/

Lampiran Il 21 BERITA ACARA FEMBAYARAN UPAH BORONGAN

KOP SURAT

BERITA ACARA FEMBAYARAN

Nomor
Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan
Tahun Anggaran
Tanggal
Pada han mi , tanggal , bulan , tahun , ( - ),

kaim yang bertanda tangan di bawah ini
1 Nama
Jabatan
Berdasarkan Surat Keputusan No Tal , 20
Alamat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bertmdak untuk dan atas nama yang didinkan berdasarkan
Akte Notans , No , Tgl , 20
Berdasarkan
1 Surat Permtah Kerja Nomor , tanggal 20
2 Benta Acara Serah Tenma Pekeijaati No nggal 20
3 Benta Acara Pemenksaan Pekerjaan No tanggal . 20

Kedua belah pihak telah sepakat membuat benta acara pembayaran dengan

permcian

1 Jumlah harga pekerjaan =Rp

2 Jumlah yang telah dibayarkan = Rp.
3 Jumlah yang belum dibayarkan =Rp

4 Jumlah yang dimmtakan =Rp
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Potongan pembayaran

PPN - Rp
PPh Pasal 22 1 5% *Ee
=Rp
* Rp

(Dituhs dengan huryf j

Pembayaran tersebut dibebankan kepada DPA Kegiatan
(Contoh 01 01 134214 0277 532111)

Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan

kepada Bank No Rekenmg

Demikian benta acara mi dibuat rangkap ( ) untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestmya

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama ) (Nama 1
Jababatan NIP
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Lampiran Il 22 B'UKTI PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN/MATERIAL DAN
PERALATAN

No

Sudah Tenma dari

Banyaknya Uang Rp

(ditulis dengan huruf

Untuk Pembayaran

(dnsijenis dan volume barang)

20
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Lampiran Il 23 BUKTI PEMBAYARAN UANG MUKA KERJA

UANG MUKA KERJA

No

Sudan Tenma dan

Banyaknya Uang Rp

(ditulis dengan hutuf

Untuk Pembayaran

20
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Lampiran Il 24 FOTO KEMAJUAN PEKERJAAh

Kegiatan Kabupaten/ Kota

Pekerjaan Provinsi

SKPD Koordmat Lokasi
Catatan

*) jenis pekerjaan (pekerjaan pondasi, pekerjaan atap, dll)
**)kondisi saat pengambilan foto (0%, 25%. 50%, 75% dan 100%)
1 Foto diambil minimum 2 sisi dengan tmk yang sama

2 Pencetakan foto menyesuaikan dengan ukuran kerlas
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Lampiran Il 25 LAPORAN REALIbASI PEKERJAAN FIbIK

KOP SURAT

REALISASI PEKERJAAN SWAKELULA

LOKASI
ANGGARAN

JENIS KEGIATAN
NAMA PEKERJAAN

I Pengelola Pekerjaan
1 Penanggung jawab
2 Perencana
3 Pelaksana
4 Pengawas

I Penncian Pekerjaan
1 lIvlanfaat
2 Volume

Il Realisasi Pelaksanaan

1 Mulai Pelaksanaan

2 Selesai

3 Jumlah Han hari kerja
v Realisasi Tenaga dan Biaya

a Mandor Hari x org x Rp =Rp
b Tukang Hari x org x Rp =Rp
c Pekerja Han x org X Rp -R e-
d dan lam-lam
Jumlah =Rp
Realisasi Bahan dan Biaya
a unit x (W Rp =Rp
b unitx @ Rp =Rp_
Jumlah = Rp
Realisasi Peralatan dan Biaya
Peralatan dan luar/Bantu
a unit x @ Rp =Rp
D UHIT X o, Kp —Ilvp
Jumlah =Rp
Peralatan Milik sendm
a unit x @ Rp =Rp
b unit x @ Rp IRE

Jumlah = Rd
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VII Keahsasi Ferjalanan Dinas dan Biava
a Bahan Bakar liter x @ Rp
b SPPD Lapangan Rp
Jurnlah
Realisasi Lam-lam dan Biava
B Foto Dokumentasi LSx Rp
5 X @ Rp
Jurnlah
Rekapitulasi Pengeluaran Biava
1 Upah =Rp
2 Bahan-bahan =Rp
3 Peraiatan = Rp
4 PerjalananDinas = Rp
5 Lam-lam =Rp
Total = Rp
TERBILANG
Pemaiang
Menvetuiui.
Pengawas Swakelola
Mengetahm,

=Rp
:Rp
=Rp

:Rp
:Rp
=Rp

200

Pelaksana Swakelola,

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP
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Lampiran Il 26 LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

KOP SURAT
Nomor , 20
Lampiran 1 bendel
Yth
Pejabat Pembuat Komitmen
dl
Penhai Laporan Pekerjaan Seles<u
Sehubungan dengan telah selesamya Pekerjaan Tahun
Anggaran yang kamt laksanakan dsn sesuai dengan

, bersama mi Kami sampaikan dengan
hormat hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut di bawah mi

Narna Kegiatan
Nama Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan
DPA Nomor
Sumber Biaya
Realisasi Anggaran
Nilai Asset

~N° OO WN R

Adapun hasil pelaksanaan swakelola secara detail sebagaimana terlampir

Demikian laporan penyelesaian seluruh Pekerjaan kami sampaikan atas

LA lacecrclxiliVea rverllii LCiillicx ivcrorli

Pelaksana Swakelola

Tembusan Kepada Yth
1
2 Arsip
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Lampiran Il 27 BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN SWAKELOLA

Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Nomor/Tanggal Surat Penugasan
Biaya

Nomor
Tanggal

Pada han mi tanggal bulan tahun
Yang Bertanda tangan di bawah mi

Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan {posisi/jabatan) , Sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen dimaksud, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selamutrrya disebut sebagai Para
Pihak

Para pihak berdasarkan benta acara pemeriksaan pekerjaan swakelola
selesai 100% Nomor tanggal

menyatakan baliwa PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA
dan PIHAK PERTAMA menenma dengan baik hasil pelaksanaanpekerjaan
yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Benta Acara mi dibuat untuk digunakan seperlunya

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( (
NIP NIP
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Lampiran Il 28 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN SWAKELOLA (FISIK)

KOP SURAT

SKPD

KEGIATAN
PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR SIMAK
SWAKELOLA OLEH INSTANS1 PEMERINTAH PENGELOLA ANGGARAN
(Fisik)

NO UR AJAN PEMENUHAN PERSYARATAN
SuuAH tJ&L 'uM aCUalkh
1 Penetapan Swakelola dalam DPA

2  Anggota Tim/Pejabat Swakelola terdin dari
a Perencanaan Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)
b Pelaksanaan Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)
¢ Pengawasan Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)
d Penilax Akhir Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)

3  Terdin dan unsur-unsur yang memahami
a Admimstrasi
b Tekms
¢ Keuangan

4 Persyaratan
a Memiliki mtegntas moral, disiplm dan tanggung
jawab
b Memahami seluruh pekerjaan
¢ Memahami Substansi pekerjaan vang bersangkutan
Surat keputusan pembentukan Tim/Pejabat Swakelola

Admimstrasi

a Dokumentasi

b Laporan Hanan, Mmgguan, Bular_an
7 Temis

a Material/Bahan

b. Peralatan

c. Tenaga Kerja
8 Keuangan

200
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Ketua Tim Pengawas Pejabat Pembuat Komitmen

NIP NIP
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Lampiran Il 29 SURAT PENUGASAN TIM PENGAWAS

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor / /20

Dasar

MEMERINTAHKAN

Kepada 1 Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

2 Nama
INIT-
Pangkat

Jabatan

3 Nama
NIP
Pangkat

Jabatan
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Untuk Melaksanakan Pengawasan /PemeriKsaan dan Evaluasi
Swakelola Kegiatan , selama ( )
han mulai tanggal bulan 20

Demikian surat tugas dibenkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab dan dilaporkan hasilnya

Pemalang.

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan
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Lampiran Il 30 KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN LAINNYA

KERANGKA ACUAN KERJA

Paket Pekerjaan

(nama paket pekerjaan)

*)

Tahun Anggaian 200

Catatan

* dnsi oleh tim perencana
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A KERANGKA ACUAN KERJA (KAKIi

1 LATAR BELAKANG

. MAKSUD DAN
TUJUAN

3 SASARAN

4 NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5 SUMBER
PENDANAAN

s  LINGKUP, LOKASI
KEGIATAN, DATA
DAN FASILITAS
PENUNJANG,
SERTA ALIH
PENGETAHUAN

)

M aksud

%)
Tujuan

%)

1 *)
2 )
3 *)
4 dst *)

(dusi oleh tim perencana, contohnya Pejabat
Pembuat Komitmen)

Untuk pelaksanaan kegiatanmi diperlukan biaya

lebih kurang Rp ( )
termasuK FPN dibia\aiAPBD Tahun  Anggaran
20

a Lmgkup Kegiatan
Lmgkup kegiatan mi, adalah
1) *)
2) *)
3) dst *)
b Lokasi Kegiatan
Kegiatan swakelola mi harus dilaksanakan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
¢ Data dan Fasilitas Penunjang (jika diperlukan)

3) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
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Data dan fasmtas sang disediakan oleh
pejabat pernbuat komitmen vyang dapat
cligunakan dan harus dipelihara oleh tim
swakelola atau penyedia jasa/penyedia jasa
perseorangan (]ika ada)

ai Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil
studi terdahulu serta fotografi (jika ada)
(Nyatakan jika ada laporan dan
data/informasi yang dapat dipakai sebagai
referensi oleh tun swakelola atau penuedia
jasal/penyediajasa perseorangan)

b) Akomodasi dan Ruangan Kantor
(Jelaskan dan nyatakan apakah ada
akomodasi dan ruangan kantor yang akan
disediakan oleh Pejabat Pernbuat Komitmen
misalnya ruangan kantor luas/ukurannya
dan keadaannya, atau harus disediakan
oleh tim swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan (jika ada)
denaari cara sewai

c) Staf Pengawas/Pendamping
(Pejabat Pernbuat Komitmen dapat
mengangkat petugas atau wakilnya yang
bertindak sebagali pengawas atau
pendamping (counterpart) atau project
officer (PO) dalam rangka pelaksanaan
swakelola)

d) Fasilitas yang disediakan oleh pejabat
pernbuat komitmen yang dapat digunakan
oleh  tim swakelola atau penyedia

jasa/penyedia jasa perseorangan (jika ada)
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7 PENDEKATAN DAN
METODOLOGI

s  JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
9 TENAGA AHLI

(Ca.ntumK.an nama dan jumlah barang
tersebutj?®
4) Penyediaan oleh tim swakelola atau penyedia
jasal/ penyedtajasa perseorangan
Tim swakelola atau penyedia jasa/penyedia
jasa perseoiangan hams menyediakan dan
memelihara semua fasilitas dan peralatan
yang dipergunakan untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan
(Cantumkan nama dan jumlah barang-barang
gang harus disediakan oleh tim swakelola
atau penyedia jasal/penyedia jasa
perseorangan dan tetapkanjuga apakah harus
dibeli atas nama Pejabat Pembuat Komitmen
atau hams dengan earn sewa)
d Ahh Pengetahuan
Apabila dipandang periu oleh pejabat pembuat
komitmen, tim swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan hams
mengadakan pelatihan, kursus smgkat, diskusi,
dan seminar terkait  dengan substansi
pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih
pengetahuan kepada staf di Imgkungan
orgamsasi pejabat pembuat komitmen
*)
*)
*)
Jangka  waktu pelaksanaan kegiatan ini
diperkirakan ( )*) bulan
Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan
pekeijaan ini adalah tenaga ahli
") tenaga ahli yang disyaratkan

adalah Sariana *) Strata
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10 KELUARAN

*) 1S ) lulusan umveisitas/’pergururan tinggi

negeri atau yang disamakan yang berpengalaman

melaksanakan pekerjaan di bidang *)
subbidang *) Sekurang-
kurangnya ( )tahun ¥

Keluaran yang dinasiikan dan pelaksanaan

pekerjaan ini adalah )
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Lampiran 11 31 LAPORAN HASIL SURVEI DAN KOORDINASI PEKERJAAN
LAINNYA

NAMA UNIT KERJA

CATATAN KONDISI DAN HASIL SURVEI

SKPD

TANGGAL SURVAI
KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI

NO KEGIATAN URAIAN KEGIATAN KETERANGAN

PELAKSANA SWAKELOLA

NIP
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Lampiran Il 32 LAPORAN REALISASI PEKERJAAN PEKERJAAN LAINNYA

KOP SURAT

REALISASI PEKERJAAN SWAKELOLA

SKPD
KEGIATAN
PEKERJAAN
ANGGARAN

I Pengelola Pekerjaan
1 Penanggung jawab
2 Perencana
3 Pelaksana
4 Pengawas

I Penncian Pekerjaan
1 Manfaat
2 Volume

Il Realisasi Pelaksanaan
1 Muiai Pelaksanaan
2 Selesai
3 Jumlah Han hari kerja

v Realisasi Tenaga dan Biava

a Tenaga Ahh 1 Bulan x org x Rp = Rp
b Tenaga Ahli 2 Bulan x org x Rp =Rp
c Tenaga Ahli 3 Bulan x org x Rp = Re
d Asisten/Staf Bulan xorg x Rp = Be
e dan lam-lam
Jumlah =Rp

Realisasi Bahan dan Biava
a unit x @ Rp =Rp
b unit x @ Rp =Rn

Jumlah =Rp
Realisasi Peralatan dan Biaya
Peralatan dan Luar/Bantu
a unit x @ Rp =Rp
b unit x @ Rp =Rp_

Jumlah =Rp
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Peralatan Milik Sendin

a unit x @ Rp =Rp
b unit x @ Ftp =Rp
Jumlah =Rp
VII Realisasi Perjalanan Dinas dan Biaya
a Bahan Bakar liter x @Rp =Rp
b SPPD Lapangan Rp =Rp
Jumlah =Rp

Realisasi Lam-lam dan Biaya

a F'oto Dokumentasi LSx Rp =Rp
b X (@ Rp = Rp
Jumlah = Rp
Rekapitulasi Pengeluaran Biaya
1 Upah = Rp
2 Bahan-bahan =Rp
3 Peralatan = Rp
4 Perjalanan Dinas = Rp
5 Lam-lam =Rp
Total = Rp
TERBILANG
Pemaiang, 200
Menyetuiui,
Pengawas Swakelola Pelaksana Swakelola,
(
Mengetahup

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP
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Lampiran Il 33 DAFTAR SIMAK PENGELOLA ANGGARAN JASA LAINNYA
KOP SURAT

SKPD

KEGIATAN
PEKER.JAAN
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR SIMAK
SWAKELOLA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH PENGELOLA ANGGARAN
(JASA LAINNYA)

PEMENUHAN PERSYARATAN
NO URAIAN SUDAH BELUM ACUAN
1  Penetapan Swakelola dalam DPA

2  Anggota Tim/Pejabat Swakelola tcrain aan
a Perencanaan Pekerjaan (Ketua, Sekretaris,
Anggota)
Pelaksanaan Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)
Pengawasan Pekerjaan (Ketua, Sekrelaris, Anggota)
d Penilai Akhir Pekerjaan (Ketua, Sekretaris,
Anggota)

[pNey

Q MW diix a3, dD i J'@ixg firtvmbnty;
a Admimstrasi
b Teknis
¢ Keuangan

4 Persyaratan
a Memiliki rntegrrtas moral, disiplm dan tanggung

jawab

b Memahamr seluruh pekerjaan o

»  Momobotwi QnKofgnol nolyor o-ti oy
bersangkutan

Surat keputusan pembentukan Tim/Pejabat Swakelola

Admrnistrasi
a Dokumentasi
b Laporan Hanan, Mmgguan, Bulanan

7 Teknis
a Matenal/Bahan
3 pricGHcl
¢ Tenaga Kerja
8 Keuangan

_ _ y 200
Ketua Tim Pengawas Pejabat Pembuat Komitmen

NIP NIP
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Lampiran Il 1 NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM of UNDERSTANDING
(MoU)

KOP SURAT

NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

antara
dan
NOMOR
Pada hari ini, , tanggal , bulan , tahun
bertempat di , kami yang bertanda tangan di bawah mi

(selanjutnya discbut sebagai PIHAK PERTAMA)

dan

(selanjutnya discbut sebagai PIHAK KEDUA)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan
sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerja Sama dengan

ketentuan sebagai benkut

TUJUAN KERJA SAMA
Pasal 1
Nota Kesepahaman bertujuan untuk menmgkatkan kualitas pelaksanaan
tugas dan fungsi masmg-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada

dan sebagai lembaga pendidikan tmggi
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RUANG LINGKLP KERJA SAMA
Pasal 2
Naskah Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1

(satu) di atas mencakup kegiatan

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3
Kesepakatan Kerja Sama mi akan ditmdaklanjuti dan diatur dalam surat
perjanjian tersendm yang dibuat: oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diben wewenang oleh kedua belah pihak

untuk melaksanakan hal tersebut

PEMBIAYAAN
Pasal 4
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dan kegiatan Naskah Kesepakatan
Kerja Sama mi akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan
Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat

yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masmg pihak

JANGKA WAKTU
Pasal 5
Naskah Kesepakatan Kerja Sama mi berlaku untuk jangka waktu terhitung
sejak ditandatangani sampai dan dapat

diperpanjang, diubah, atau diakhin atas persetujuan kedua belah pihak

PENUTLF
Pasal s
1 Naskah Kesepakatan Kerja Sama mi dibuat dalam rangkap 2 (dua) ash
masing-masmg bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi
cap iembaga masing-masmg
2 Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama mi

akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak



http://jdih.pemalangkab.go.id/

3 Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini malai betlaku sejak ditandatangani
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana

mestmya apabila di kemudian han terdapat kekelxraan

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

NIP NIP
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Lampiran Ill 2 SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA QLEH INSTANSI
PEMERINTAH LAIN

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN

SWAKELOLA
ANTARA
SKPD
dan
ILPS
Nomor
Tanggal
tentang

Surat perjanjian mi benkut semua lampirannya (selanjutnya disebut
“Kontrak”) dibuat dan ditandatangant di pada han
tanggal bulan , tahun antara :

selaku rejabat Pernbuat Komitmen, yang bertmdak untuk dan atas nama

SKPD , yang berkedudukan di
No Telp ( ) ’
berdasarkan Surat Keputusan No
(selanjutnya disebut “Pihak [1”) dan , Pelaksana IPLS
yang bertmdak untuk dan atas nama Lembaga
IPLS , yang berkedudukan di
, (“Pihak 11"
MENGINGAT BAHWA
a Pihak I telah memmta Pihak Il untuk melaksanakan kegiatan

sebagairnana diterangkan dalam kerangka

acuan kerja (KAK) yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut
“Pekerjaan Swakelola”),

b Pihak Il sebagairnana dmyatakan kepada Pihak I, memiliki keahlian

profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan dalam Kontrak mi,
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Pihak 1 dan Pihak Il menvatakan mermliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak mi dan mengikat pihak yang diwakili,

Pihak | dan Pihak Il mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan

dengan penandatanganan Kontrak mi masmg-masing pihak

1 telah dan senantiasa dibenkan kesempatan untuk didampmgi oleh
advokat

2 menandatangani Kontrak mi setelah meneliti seoara patut,

3 telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak mi,

4 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memenksa dan

mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak mi beserta semua

fakta dan dan kondisi yang teikait

Oleh karena Itu, Pihak I dan Pihak Il dengan mi bersepakat dan menyetujui

hal-hal sebagai benkut

1

Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak mi adalah Pelaksanaan

Total Nilai Kontrak mi adalah sebesar Rp

( ),

Istilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian mi memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat
Perjanjian mi,

Dokumen-dokumen benkut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”)
merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan
Kontrak mi, terdiri dari

a Perjanjian,

b Kerangka acuan kena (KAK)

¢ Daftar kuantitas dan harga (jika ada),

d Jadwal pelaksanaan,

e Dokumen lamnya (jika ada)

Dokumen Kontrak dibuat untuk salmg menjelaskan satu sama lam dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan daxam suatu dokumen dan
ketentuan dalam dokumen yang lam, yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada
angka 3 di atas,

Hak dan kewajiban timbal balik Pihak | dan Pihak Il dmyatakan dalam
Kontrak yang khususnva meliputi

a PIHAK I mempunyai hak dan kewajiban untuk
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I mengawasi dan memenksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Pihak II,

n  mermnta laporan-laporan secara penodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak II,

m membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak II,

b Pihak Il mempunyai hak dan kewajiban unt.uk

1 menenma pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak,

u melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara penodik kepada Pihak
I,

in melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak,

iv. Mmelaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dan lapangan,
dan segala pekerjaan permanen atau sementara yang diperlukan
untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang
dirmci dalam Kontrak,

v membenkan Kketerangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemenksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak I,

vi menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak,

7 Kontrak mi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam Dokumen Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak

Dengan demikian, Pihak | dan Pihak Il telah Dbersepakat untuk

menandatangam Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan

melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Republik Indonesia

PIHAK II, PIHAK I,

NIP NIP
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Lampiran Ill 3 DAFTAR SIMAK INSTANS1 PEMERINTAH nAIN FISIK

SKPD

KEGIATAN
PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR SIMAK
SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
(Fisik)

PEMENUHAN PERSYARATAN
NO URAIAN SUDAH BELUM ACUAN
| Penetapan Swakelola dalam DPA

2 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding
(MoU)
3 Kontrak/ Perjanjian

4  Anggota Tim/Pejabat Swakelola terdin dari
a Perencanaan Pekerjaan (Ketua, Sekretaris, Anggota)
b Pelaksanaan Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)
¢ Pengawasan Pekerjaan (Ketua Sekretaris, Anggota)
d Penilai Akhir Pekerjaan (Ketua, Sekretans, Anggota)

5 Terdin dan unsur-unsur yang memahami
a Administrasi
b Teknis
¢ Keuangan

6 Persyaratan
a Memihki mtegntas moral, disipbn dan tanggung
jawab
b Memahami seluruh pekerjaan
¢ Memahami Substansi pekerjaan yang bersangkutan
Surat keputusan pembentukan Tim/Pejabat Swakelola

Administrasi

a Dokumentasi

b Laporan Hanan, Mingguan, Bulanan
9 Teknis

a Material/Bahan

b Peralatan

¢ Tenaga Kerja
10 Keuangan

200

Ketua Tim Pengawas Pejabat Pembuat Komitmen

NIP NIP
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Lampiran Il 4 DAFTAR SIMAK INSTANSI PEMERINTAH LAIN JASA
LAINNYA

KOP SURAT

SKPD

KEGIATAN
PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR SIMAK
SWAKELOLA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH LAIN
(JASA LAINNYA)

PSMENUHAN PERSYARATAN
NO IIRATAN SU'DAH BELUM ACUAN
1  Penetapan Swakelola dalam DPA

2 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding
(MoU)
3 Kontrak/ Pei]anjlan

4  Anggota Tim/Pejabat Swakelola terdin can
e Perencanaan Pekeijaan (Ketua, Sekretaris, Anggota)
f Pelaksanaan Pekeijaan (Ketua, Seki etai is, Anggota)
g Pengawasan Pekeijaan (Ketua, Sekretaris, Anggota)
h Pemlai Akhir Pekeijaan (Ketua, Sekretaris, Anggota)

5 Terdin dari unsur-unsur yang memaharm
d Admimstrasi
e Tekms
f Keuangan

6 Persyaratan
d Memiliki mtegntas moral, disiplm dan tanggung
jawab
e Memahami seluruh pekeijaan
f Memahami Substansi pekeijaan yang bersangkutan
Surat keputusan pembentukan Tim/Pejabat Swakelola |

Admimstrasi

a Dokumentasi

b Laporan Hanan, Mmgguan, Buianan
9 Tekms

d Matenal/Bahan

e Peralatan

f Tenaga Keija
10 Keuangan

, 200
Ketua Tim Pengawas Pejabat Pembuat Komitmen

NIP NIP
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Lampiran IV 1 Contoh Format Kontrak/Surat Perjanjian Swakelola oleh
Kelompok Masyarakat

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

antara
SKPD
dan
KELOMPOK MASYARAKAT
Nomor
Tanggal
tentang

Surat perjanjian mi benkut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangam di , pada ban :
tanggal , bulan tahun , antara (Nama)
, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertmdak untuk

dan atas nama K/L/D/I , yang
berkedudukan di No Telp ( )
, berdasarkan Surat Keputusan No
(selanjutnya disebut “Pihak I”) dan (Nama) ,

Ketua Kelompok Masyarakat , yang bertmdak untuk
dan atas nama Kelompok Masyarakat , yang
berkedudukan di Telp ( )

(selanjutnya disebut “Pihak 1I”")
MENGINGAT BAHWA

a Pihak | telah memmta Pihak Il untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana diterangkan dalam kerangka
acuan kegiatan (KAK) yang terlampir dalam Kontrak mi (selanjutnya disebut

~ “Kegiatan Swakelola”),

U Fitidk i seuayaimana umvaldKdn Keuctaa nnakK i. mermliki sumoer uava
personel dan sumber daya tekms, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Kegiatan Swakelola sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak mi,

¢ Pihak 1 dan Pihak I menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangam Kontrak mi dan mengikat pihak yang diwakili,

d Pihak I dan Pihak Il mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
portctiivittletiindT ittt YvoiiLicixv m'i 111070111~17%8.0111X pitiarx
1 telah dan senantiasa dibenkan kesempatan untuk didampmgi oleh

advokat,

2 menandatangam Kontrak ini setelah meneliti secara patut,

3 telah membaca dan memaharm secara penuh ketentuan Kontrak mi,

4 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memenksa dan
mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak mi beserta semua
fakta dan dan kondisi yang teikait

Oleh karena ltu, Pihak | dan Pihak 11 dengan ini bersepakat dan menyetujui

hal-hal sebagai benkut
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Kegiatan yang dimaksud aaiam kontiak mi adalah Peiaksanaan
Total Nilai Kontrak ini adalah sebesar Rp

Penstilahan dan ungkapan dalam Surat Pérjanjian mi memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat
Perjanjian mi,
dokumen-dokumen benkut (selanjutnya dxsebut “Dokumen Kontrak”)
merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak mi
a Perjanjian,
b Kerangka acuan kerja (KAK),
¢ Daftar kuantitas dan harga (jika ada),
d Jadwal peiaksanaan,
e Dokumen lainnya (jika ada)
Dokumen Kontrak dibuat untuk salmg menjelaskan satu sama lam, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dan
ketentuan dalam dokumen yang lam maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tmggi berdasarkan urutan hierarki pada angka
3 di atas,
Hak dan kewajiban timbal-balik Pihak 1dan Pihak Il dmyatakan dalam
Kontrak yang mehputi khususnya
a PIHAK I mempunyai hak dan kewajiban untuk
1 mengawasi dan memeriksa kegiatan yang cltlaksanakan oleh Pihak
I,
u memmta laporan-laporan secara penodik mengenai peiaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh Pihak II,
m menyerahkan dana sesuai dengan nilai yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak II,
Pihak I mempunyai hak dan kewajiban uniuk
i menenma dana untuk peiaksanaan kegiatan sesuai dengan nilai
biaya yang telah ditentukan dalam Kontrak,
n melaporkan peiaksanaan kegiatan secara penodik atau sesual
permmtaan dan dan/atau kepada Pihak I,
in merencanakan, melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, dan
menyampaikan laporan pengawasan peiaksanaan kegiatan sesuai

rl Vo rIArTT />l sy prry rl
jetu. WCU Yy a iig ib ia n

IV melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan secara cermat, akurat,
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga Kkerja,
bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dan lapangan, dan
segala pekerjaan permanen ataupun sementara yang diperlukan
untuk peiaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang
dirmci dalam Kontrak,
membenkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemenksaan peiaksanaan yang dilakukan Pihak I,

vi menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak,

Kontrak mi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam Dokumen Kontrak dengan tanggal nmlai dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak
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Dengan demikian Pihak | aan rihaK. Il teiah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal terse but di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-undangan di Republik
Indonesia

PIHAK I, Pihak II,

NIP NIP
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Lampiran IV 2 Surat Penugasan/Pembentukan Tim Swakelola

KOP SURAT

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN
SATUAN KERJA

K/'L/D/T
NOMOR
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA

KEGIATAN

Menimbang

Mengmagat

Menetapkan
KESATU

K/L/D/I

TAT AAT A AT
T| /:\Lﬂ iTKJ iiorax\ VJ\?J'lﬁi\Ain/\fN

a Bahwa untuk mengadakan pekerjaan
yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk
tim swakelola,

b Bahwa para pejabat/petugas di bawah mi dipandang
mampu dan memenuhi syarat. untuk melaksanakan

wv U X GR0104%

¢ Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu
dikeluarkan surat pembentukan/penugasan,

tnnrcjo

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemermtah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemermtah,

2 Keputusan :

4 dst

MEMUTUSKAN

Membentuk tim swakelola yang terdin dan tim
perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas Kkegiatan
swakelola di , Pekerjaan , dengan
susunan sebagai Penkut

Tim Perencana

1 Sdr sebagai Ketua Tim,

2 Sdr sebagai Sekretans Tim,

3 Sdr sebagai Anggota Tim

4 dst
Tim Pelaksana

1 Sdr sebagai Ketua Tim,
o 9, sebagai vSekretans Tim,
3 Sdr sebagai Anggota Tim

4 dst
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tim Pengawas

1 Sdr sebagai Ketua Tim,
2 Sdr sebagai Sekretans Tim,
3 Sdr sebagai Anggota Tim,
4 dst

Tim Perencana Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut
Tim pelaksana kegiatan swakelola mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut
Tim pengawas kegiatan swakelola mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut

Kepada tim perencana, um pelaksana, dan tim pengawas
dibenkan honoranum scsuai kedudukannya dalam tim
dan  berdasarkan penugasan yang bersangkutan
sebagaimana ditetapkan melalui surat permtah tugas
(SPT) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

Apabila dipandang perlu, hm perencana, tim pelaksana,
dan tim pengawas dapat merekrut tenaga
narasumber/'msn'ukiur/tenaga aha dan mstansi atau
kelompok masyarakat yang dianggap memiliki
kompetensi di bidangnya sesuai kegiatan swakelola yang
akan diselenggarakan

Masa tugas tun perencana, tun pelaksana, dan tim
pengawas kegiatan swakelola selama ( ) bulan dan
atau dinyatakan beraichir setclah pelaksanaan kegiatan
swakelola dimaksud selesai dengan terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir,

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan
mi dibebankan pada anggaran kegiatan

satuan kerja , K/L/DI/I

tahun anggaran

Keputusan mi berlaku sejak tangga.l ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian han terdapat
kekeliruan dalam penetapan mi akan diadakan
perbaikan

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

Pejabat Pembuat. Komitmen

NIP

Tembusan Surat Penugasan mi disampaikan kepada Yth

1

2

dst



